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MOTTO 
 
O  اًرُْسي ِرُْسعْلا َعَم َّنِإ O  اًرُْسي ِرُْسعْلا َعَم َّنَِإف  
 
Artinya: 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1Tim Syaamil Al Qur`an, Terjemah Tafsir Per Kata, Bandung: Syaamil Al Qur`an, 2010, hlm: 
596.   
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 
dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda 
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf 
Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ix 
 
 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
x 
 
 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
 
 
xi 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّبر Rabbana 
xii 
 
 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh huruf 
Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, 
kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata 
sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
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8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila 
nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital 
adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 
bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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TENGAH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DI 
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi 
Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, 
dan tenaga.  
 Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang 
sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada : 
1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 
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2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
3. Bapak Muh Zumar Aminudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga 
Islam. 
4. Bapak Sulhani Hermawan, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum 
Keluarga Islam. 
5. Bapak Aminudin Ihsan, Lc., MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
6. Bapak Jaka Susila S.H M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
memberikan pengarahan hingga terselesaikannnya skripsi ini. 
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7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji 
skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik. 
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga 
segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. 
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam 
kelancaran penulis menyusun skripsi ini. 
10. Bapak Taufiq Nugroho S.H M.H, selaku Direktur dan juga seluruh anggota 
Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah, terima kasih atas izin dan 
kemurahan hati telah memperkenankan penyusun guna mengadakan penelitian di 
Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah serta membantu 
sepenuhnya dalam kelancaran penelitian ini. 
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BANTUAN HUKUM MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH DALAM 
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DI PERSYARIKATAN 
MUHAMMADIYAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 
TAHUN 2011” 
 
ABSTRAK 
 
 Memberikan tambahan informasi tentang bagaimana peran LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah dalam menyelesaikan permasalahan di Persyarikatan 
Muhammadiyah yang dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun mampu menyelesaikan 
permasalahan yang mempunyai nilai yang cukup besar. 
 Di kalangan masyarakat umum LBH Muhammadiyah Jawa Tengah belum 
terlalu dikenal seperti pada LBH yang lain, karena LBH Muhammadiyah Jawa Tengah 
lebih banyak menangani permasalahan hukum dikalangan internal Muhammadiyah 
meskipun juga terdapat masyarakat umum yang meminta bantuan hukum LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah namun belum banyak. 
 Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga 
bantuan hukum Muhammadiyah Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum di 
Persyarikatan Muhammadiyah (2) untuk mengetahui pelaksanaan Lembaga Bantuan 
Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum 
diPersyarikatan Muhammadiyah (3) untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui 
dalam memberikan bantuan hukum dan (4) upaya-upaya dalam mengatasi kendala-
kendala dalam memberikan bantuan hukum diPersyarikatan Muhammadiyah. 
 Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan yang berada di Lembaga 
Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah, dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah dalam memberikan Bantuan Hukum di Persyarikatan 
Muhammadiyah, antara lain menjaga Amal Usaha Muhammadiyah, memberikan 
pendampingan kepada para kader seperti Pimpinan, anggota, maupun pengurus 
Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya apabila terlibat dalam 
masalah hukum, melakukan Advokasi secara non litigasi dengan semua pihak yang 
terlibat dalam permasalahan hukum tersebut, walaupun secara litigasi juga dilakukan 
apabila dalam permasalahan sulit untuk mendapat kata sepakat kedua belah pihak. 
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Mohammad Afi Imron marsyadi, NIM: 142121021, “THE ROLE OF 
MUHAMMADIYAH CENTRAL JAVA LEGAL ASSISTANCE IN PROVIDING 
LEGAL ASSISTANCE IN THE MUHAMMADIYAH LICENSE REVIEWED 
FROM LAW NUMBER 16 OF 2011” 
 
ABSTRACT 
 
Provide additional information about how the role of LBH Muhammadiyah 
Central Java in resolving problems in Muhammadiyah union which in a period of 
approximately 5 years is able to solve problems that have considerable value. 
Among the general public, LBH Muhammadiyah Central Java is not too well 
known as in other LBHs, because LBH Muhammadiyah Central Java handles legal 
issues more in internal Muhammadiyah, although there are also general public who 
request legal assistance from LBH Muhammadiyah Central Java but not many. 
This study aims (1) to find out how the role of the Muhammadiyah Central Java 
legal aid institution in providing legal assistance in Muhammadiyah union(2) to find out 
the implementation of the Muhammadiyah Central Java Legal Aid Institute in providing 
legal assistance at Muhammadiyah union (3) to find out the constraints that encountered 
in providing legal assistance and (4) efforts in overcoming obstacles in providing legal 
assistance at Muhammadiyah union. 
This research was conducted through field research at the Muhammadiyah Legal 
Aid Institute in Central Java, using interview data collection techniques and literature. 
The results of this study indicate the role of the Muhammadiyah Central Java 
Legal Aid Institution in providing Legal Aid in Muhammadiyah union, among others, 
safeguarding Muhammadiyah Charity Enterprises, providing assistance to cadres such 
as Muhammadiyah leaders, members, and administrators in particular and the 
community in general when involved in legal matters, Advocacy in non-litigation with 
all parties involved in the legal problem, even though litigation is also carried out if the 
problem is difficult to get an agreement between the two parties. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bantuan hukum merupakan Hak setiap warga negara karena 
merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), juga 
termasuk hak untuk mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.  
Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum, bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum yaitu sebuah jasa 
hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma 
kepada penerima bantuan hukum yang mengalami masalah terhadap hukum. 
Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya mempunyai arti 
bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang 
memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan 
perlindungan hukum yang wajar.1 
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 
dalam Pasal 22 disebutkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Juga 
dijelaskan pula dalam kode etik Advokat Indonesia, pada pasal 7 (h), bahwa 
advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan secara cuma-
cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu.2 
                                                             
 1 IGN. Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum, 
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 26. 
 2 A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta: 
YLBHI & PSHK, 2009, hlm. 48. 
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Bantuan hukum juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi 
bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum 
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum 
berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum.3 
Bantuan hukum dapat digunakan oleh semua orang atau setiap warga 
negara sebagai media untuk mencari keadilan akibat adanya perlakuan yang 
tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, hal tersebut merupakan arti 
pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subyek hukum 
yang berguna bagi penegak hukum. 
 Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum yaitu dijelaskan mengenai bantuan hukum diberikan kepada 
penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, yang dalam 
pasal 4 ini juga disebutkan mengenai pemberian bantuan hukum meliputi 
kasus pidana, perdata, maupun tata usaha negara. 
 Kemudian juga disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 
Tahun 2011 bahwa dalam memberikan bantuan hukum meliputi menjalankan 
kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan 
hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. 
 Pemenuhan hak setiap manusia untuk dapat perlindungan hukum 
merupakan tugas dan kewajiban negara, karena tugas bantuan hukum adalah 
berkewajiban menolong setiap warga negara tanpa pandang bulu terhadap 
                                                             
 3Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 
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suku, ras, warna kulit, status sosial, kepercayaan, dan lain sebagainya yang 
menghadapi masalah hukum berdasarkan perintah dari negara melalui 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.4 
 Seorang  penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu 
mendasarkan diri pada suatu kebenaran atau fakta di lapangan, keadilan, dan 
kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu 
kesamaan kedudukan dan  kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal 
tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 
pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan 
pemerintahan  serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan 
tidak ada kecualinya” 
  
 Di zaman modern seperti sekarang ini Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, 
tetapi juga dalam mengusahakan program-program pembangunan sesuai 
dengan sifat dan ruang lingkup LBH. Pelaksanaan bantuan hukum begitu 
terasa ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, yang 
ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum 
atau ketika berhadapan dengan unsur-unsur negara yang menyelenggarakan 
kekuasaan kehakiman da proses peradilan.5 
                                                             
 4 Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), Bantuan Hukum untuk Semua, Jakarta: 
Open Society Justice Initiative, 2012, hlm. 7. 
 5 Binziad Kadafi, dkk. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang tanggung 
jawab Profesi Hukum Indonesia, Jakarta: Cetakan Ketiga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 
Indonesia, 2002. hlm. 182. 
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 Lembaga Bantuan Hukum tidak hanya berasal dari golongan umum 
saja, namun juga dalam organisasi yang bernafaskan Islam juga mampu 
memperjuangkan hak-hak akibat dari ketidakadilan golongan-golongan 
tertentu berlandaskan Al Qur’an dan Sunnah, yang salah satunya yaitu 
Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah yang Lembaga 
Bantuan Hukum tersebut terbentuk karena banyaknya permasalahan di 
Persyarikatan Muhammadiyah.  
 Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah merupakan salah satu 
lembaga yang belum lama terbentuk, yaitu LBH Muhammadiyah berdiri pada 
tahun 2013 dan baru dikukuhkan pada tahun 2016 berdasarkan SK Pimpinan 
Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, dalam LBH tersebut terdiri 
dari 20 orang pengurus yang semuanya merupakan pengacara yang resmi dan 
mempunyai lisensi dari Mahkamah Agung. 
 Lembaga bantuan hukum Muhammadiyah Jawa Tengah terbentuk 
dikarenakan banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah mengalami 
permasalahan terhadap hukum yang itu semua merupakan aset yang dimiliki 
oleh Muhammadiyah. Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah mempunyai peran yang sangat vital dilingkungan muhammadiyah 
guna mewujudkan dan menjaga kelangsungan dakwah Muhammadiyah, 
mewujudkan Islam yang berkemajuan di wilayah Jawa Tengah khususnya 
dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. 
 Banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang ada di 
Indonesia dan juga semakin berkembangnya sekarang ini, seperti dalam 
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bentuk amal usaha di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, 
kemasyarakatan, dan juga politik kenegaraan. Beberapa Amal Usaha 
Muhammadiyah yang berkembang saat ini meliputi: 
1. Bidang keagamaan Muhammadiyah tercatat sebagai organisasi yang 
mendirikan mushola khusus bagi perempuan, meluruskan arah kiblat, 
memberikan tuntunan zakat profesi, dan lain-lainnya. 
2. Bidang pendidikan ini Muhammadiyah merombak sistem pendidikan 
yang ada di Indonesia yaitu dengan tidak memisahkan pelajaran agama 
dan pelajaran ilmu umum (dunia), dibuktikan dengan lembaga 
pendidikan Muhammadiyah yang sudah berkembang luas diseluruh tanah 
air. 
3. Bidang kemasyarakatan sampai dengan tahun 2015 Muhammadiyah telah 
mempunyai 345 amal usaha, yang meliputi rumah sakit umum, rumah 
sakit bersalin, balai kesehetan Ibu dan Anak, balai pengobatan, 
poliklinik, dan lain sebagainya. Juga bagi kesejahteraan sosial 
Muhammadiyah juga memiliki amal usaha seperti, panti asuhan, panti 
jompo, balai kesehatan sosial, dan lain sebagainya. 
4. Bidang politik kenegaraan secara tegas Muhammadiyah bukan 
merupakan suatu organisasi politik. Meskipun demikian karena agama 
Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia didunia, 
maka dengan hal ini muhammadiyah juga akan ikut dalam persoalan-
persoalan politik kenegaraan yang sesuai dengan ajaran Islam dengan 
6 
 
 
 
tujuan untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar tanpa bermaksud 
menjadi sebuah partai politik.6 
  Seiring dengan perkembangan zaman Amal Usaha Muhammadiyah 
semakin berkembang pesat juga diikuti dengan permasalahan yang timbul 
semakin besar dan beragam karena dijadikan oleh pihak-pihak internal dalam 
Persyarikatan Muhammadiyah yang ingin menguasai aset lembaga maupun 
juga dari pihak luar yang tidak suka dan ingin menjatuhkan atau menindas 
Amal Usaha Muhammadiyah yang semakin maju dan berkembang, seperti 
dalam beberapa permasalahan dibidang kesehatan di RS PKU 
Muhammadiyah di Jawa Tengah.   
 LBH Muhammadiyah Jawa Tengah mempunyai peran yang penting 
pula selain dengan membela kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah 
dibidang Amal Usaha Muhammadiyah juga menjaga sebagai pertahanan di 
bidang legalitas kepemilikan aset Muhammadiyah dan LBH Muhammadiyah 
Jawa Tengah juga sebagai dakwah Muhammadiyah dengan tujuan 
mewujudkan agama Islam yang berkemajuan lebih baik dari sebelum-
sebelumnya. 
 Dalam menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh Persyarikatan 
Muhammadiyah selain menangani permasalahan hukum, LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah juga bekerjasama dengan lembaga maupun 
                                                             
6 Dr. Widodo Judarwanto, Data Lengkap Amal Usaha Muhammadiyah, 
WWW.ISLAMISLAMI.COM, diunduh tanggal 16 Oktober 2018, jam 20.10 WIB. 
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majelis yang lain, sehingga dalam penanganan kasus dapat diselesaikan 
dengan baik tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.7 
 Dari beberapa kasus yang telah ditangani oleh Lembaga Bantuan 
Hukum Muhammadiyah yaitu : 
1. Permasalahan RS PKU Muhammadiyah Cepu yakni adanya kemelut 
permasalahan di Internal dari PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah)  
yang melakukan rekruitmen atau pengangkatan direktur RS PKU 
Muhammadiyah Cepu secara sepihak tanpa sepengetahuan oleh PP 
Muhammadiyah dan pengangkatan direktur secara sepihak tersebut telah 
bertentangan dengan pedoman PP Muhammadiyah tentang Amal Usaha 
Kesehatan Muhammadiyah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Direktur. 
2. Dalam kasus kepemilikan empat belas (14) bidang tanah yang 
diatasnamakan pribadi oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang 
dilakukan pada saat keduanya menjabat sebagai Pembantu Ketua II 
Bidang Administrasi dan Keuangan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Gombong serta menggunakan 
dana / uang milik Pihak Pertama(Persyarikatan Muhammadiyah), maka 
sesuai dengan AD/ART Pihak Pertama (Persyarikatan Muhammadiyah) 
tanah-tanah tersebut secara hukum adalah milik pihak pertama 
(Persyarikatan Muhammadiyah), bukan milik Pihak Kedua maupun 
Pihak Ketiga, berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah-tanah tersebut 
                                                             
 7 t.p., Selamatkan Puluhan Milyar Aset Persyarikatan Muhammadiyah, Cermin, Edisi 30-
XII, (September, 2017), hlm. 6. 
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yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat 
dianggap sebagai benda tak bergerak. Sehingga kepemilikan Pihak 
Kedua dan Pihak Ketiga atas empat belas (14) bidang tanah tersebut 
adalah tidak sah, maka pihak pertama (Persyarikatan Muhammadiyah) 
mengajukan Gugatan Pebuatan Melawan Hukum terhadap Pihak Kedua, 
Pihak Ketiga, dan Pihak keempat (Kepala Kantor Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. 
3. Dalam kasus sengketa wakaf yang dilakukan oleh pihak yang tidak 
diketahui kedudukannya karena para penggugat tidak mempunyai hak 
untuk mengajukan gugatan terhadap obyek yang disengketakan,dimana 
Pengurus Pusat Muhammadiyah menjadi tegugat II. 
 Beberapa permasalahan yang ada dalam Persyarikatan 
Muhammadiyah muncul akibat dari semakin berkembangnya Amal Usaha 
Muhammadiyah dengan beberapa permasalahan yang muncul tersebut 
menjadi suatu hal yang harus diselesaikan LBH Muhammadiyah Jawa 
Tengah yang lembaga tersebut didirikan belum lama, atau kurang lebih 5 
tahun, sehingga dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan tambahan 
informasi tentang bagaimana peran LBH Muhammadiyah Jawa Tengah 
dalam menyelesaikan permasalahan di Persyarikatan Muhammadiyah yang 
dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun mampu menyelesaikan 
permasalahan yang mempunyai nilai yang cukup besar. 
 Di kalangan masyarakat umum LBH Muhammadiyah Jawa Tengah 
belum terlalu dikenal seperti pada LBH yang lain, karena LBH 
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Muhammadiyah Jawa Tengah lebih banyak menangani permasalahan hukum 
dikalangan internal Muhammadiyah meskipun juga terdapat masyarakat 
umum yang meminta bantuan hukum LBH Muhammadiyah namun belum 
banyak. 
 Di internal Persyarikatan Muhammadiyah, permasalahan hukum yang 
timbul juga sangatlah beragam seiring dengan perkembangan Amal Usaha 
Muhammadiyah yang juga semakin luas dan beraneka ragam, sehingga LBH 
Muhammadiyah mempunyai tanggung jawab yang besar pula untuk menjaga 
dan mengawasi dari segi hukum apapun yang menjadi asset Persyarikatan 
Muhammadiyah. 
 Terkait dengan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik 
untuk membahas skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum di 
Persyarikatan Muhammadiyah ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2011”.   
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah menarik, 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh 
Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah di 
Persyarikatan Muhammadiyah? 
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2. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah dalam memberikan bantuan hukum di Persyarikatan 
Muhammadiyah ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Penulisan ini merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Lembaga bantuan hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum di 
Persyarikatan Muhammadiyah. 
2. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
Jateng dalam memberikan bantuan hukum di Persyarikatan 
Muhammadiyah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat secara teoritis 
 Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, 
khususnya mengenai apa yang menjadi tugas pokok, dan fungsi Lembaga 
Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa tengah di 
Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam penelitian ini juga diharapkan 
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan informasi 
dan keilmuan hukum pada umumya. 
2. Manfaat secara praktis 
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a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jateng dan praktisi hukum lainnya mengenai 
pelaksanaan bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi dalam 
menyelesaikan permasalahan hukum di Persyarikatan 
Muhammadiyah. 
b. Memberikan manfaat bagi para pembaca atau untuk bahan penelitian 
lanjutan maupun memberi manfaat bagi yang membutuhkan.  
 
E. Kerangka Teori 
Dalam menyelenggarakan kegiatan bantuan hukum dijelaskan dalam 
pasal 6 pada Undang-undang bantuan hukum yaitu Bantuan Hukum 
diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang 
dihadapi penerima bantuan hukum juga dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan 
bahwa pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan 
dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan UUBH. 
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-undang 
bantuan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang mempunyai 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang 
bantuan hukum yang meliputi : 
a. Berbadan hukum; 
b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini; 
c. Memiliki kantor dan sekretariat yang tetap; 
d. Memiliki pengurus; dan  
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e. Memiliki program Bantuan Hukum 
 Muhammadiyah adalah nama organisasi yang diambil dari nama Nabi 
Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai 
orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Secara garis 
besar Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam pembaharu di 
Indonesia.8 
 Advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah 
ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan 
hukum.9 
 Amal Usaha Muhammadiyah adalah suatu usaha dan media da’wah 
Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan yakni 
menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud 
Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pasal 7 ayat 1 AD Muhammadiyah 
: “untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan 
dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam 
usaha disegala bidang kehidupan”. 
Ayat 2 menyebutkan : “Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk 
amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya 
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”.10 
                                                             
 8Pendidikan Islam. 2013. Pembahasan Lengkap Mengenai MUHAMMADIYAH 
(Pengertian, Sejarah, Organisasi, dll). http://www.masuk-islam.com/pembahasan-lengkap-
mengenai-muhammadiyah-pengertian-sejarah-organisasi-dll.html. (Diakses pada 10 Januari 2018) 
 9 Pasal 1, angka 13 KUHAP 
 10 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Muhammadiyah (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bekerjasama dengan Suara 
Muhammadiyah, 2005), hlm : 10. 
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 Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, Advokat adalah ahli hukum 
yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung memberikan 
pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan.11 
 Al-Qur’an maupun al-hadis yang berkaitan dengan tolong menolong, 
mencerminkan salah satu dasar adanya bantuan hukum, yang dalam istilah 
literatur hukum Islam disebut dengan al muhamy yang berarti membela 
mempertahankan, melindungi, makna al muhamy  dalam hukum Islam juga 
setara dengan pengacara (lawyer).12 
 Selain kata al muhamy, bantuan hukum bantuan hukum juga diartikan 
dengan wakalahyang merupakan pemberian kuasa dari seseorang kepada 
orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperkenankan 
oleh syariat, wakalah secara bahasa bermakna penyerahan.13 
 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.14 
 Ide bantuan hukum lebih banyak berasal dari tradisi hukum Barat. 
Bantuan hukum semakin dibutuhkan bukan saja bagi mereka yang berpraktik 
di Pengadilan Agama, juga para aktivis organisasi sosial keagamaan. 
Banyaknya kasus hukum yang menyeret aktivis keagamaan semakin 
mendorong kesadaran tentang pentingnya bantuan hukum. 
                                                             
 11 Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990: 381 
 12A.W Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 
1997), hlm. 300. 
 13 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 3, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad 
Zainudin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 269. 
 14 Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011tentang bantuan hukum BAB I 
Ketentuan Umum, Pasal 1. 
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 Selain mencari dan mengkaji hukum positif negara sepanjang 
mengenai bantuan hukum, para aktivis juga menelusuri dasar-dasar bantuan 
hukum dalam ajaran agama mereka. Dalam konteks agama Islam, Didi 
kusnadi, penulis bantuan hukum dalam agama Islam, mengakui tidak mudah 
melakukan penelusuran akan hal tersebut. Bantuan hukum dalam agama 
Islam tidak sesederhana yang dipahami dalam konteks hukum Barat. Istilah 
dalam bantuan hukum dekat maknanya dengan konsep al-mahami yang bisa 
diartikan sebagai pengacara, namun juga dekat artinya dengan penegakkan 
hukum. 
 Dalam sejarah hukum Islam, konsep bantuan hukum dilihat dari dua 
aspek. Pertama, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi 
hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum dan/atau membantu klien 
mendapatkan keadilan didepan hukum. Kedua, istilah Mahami, hakam, mufti, 
dan mashalaih ‘alaih hampir setara makna dan kedudukannya dengan profesi 
advokat.15 
 Bidang konsultasi hukum dan Bantuan hukum sebagai Lembaga 
Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum juga pastinya akan 
menghadapi berbagai hambatan. Hal tersebut sependapat dengan Soerjono 
Soekanto bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan 
hukum yaitu : 
a. Faktor hukumnya sendiri, hukum yang dibahas ini akan di batasi pada 
undang-undangnya saja. 
                                                             
 15http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50310a01619ed/melihat-bantuan-hukum-
dari-perspektif-agama, diakses pada Sabtu 18 November 2017. 
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b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.16 
 
F. Tinjauan Pustaka 
 Dalam pembahasan yang lebih lanjut diharapkan mampu 
menyelesaikan permasalahan yang dianalisis dan tidak menimbulkan 
keraguan apakah sudah pernah dibahas secara mendalam atau belum ada yang 
membahas. Maka perlu untuk dibahas kajian pustaka yang sudah dibahas 
sebelumnya oleh peneliti-peneliti yang lain : 
1. Skripsi Dian Pramitha Sari, mahasiswa UNNES (2011), studi tentang 
Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam Perjuangan Penegakkan 
Hukum (Studi Kasus atas Pencurian Kapuk Randu Di Kabupaten Batang). 
Dalam skripsi ini membahas tentang peran Lembaga Bantuan Hukum 
Semarang dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan kepada 
terdakwa pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil 
penulisannya yakni peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam 
kasus pencurian Kapuk Randu sangat penting, karena dengan adanya 
                                                             
 16 Soerjono soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, cet. Ke-11, 
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2012, hlm. 8. 
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bantuan LBH Semarang kepastian hukum dan keadilan diharapkan 
tercapai tanpa membebani terdakwa. Perbedaan dengan penelitian penulis 
adalah bahwa penulis meneliti peran LBH Muhammadiyah dalam 
menangani permasalahan hukum yaitu lebih fokus kepada pembelaan 
tehadap pihak-pihak yang dirugikan yang salah satunya amal usaha yang 
ada di Persyarikatan Muhammadiyah yang manfaatnya berguna bagi 
seluruh umat tidak hanya satu golongan saja.17 
2. Skripsi Mangara Sugiarto Sitorus, mahasiswa Universitas Sumut (2011), 
studi tentang Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan 
Pidana (studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan). Dalam skripsi ini 
membahas tentang tugas dan kewenangan lembaga bantuan hukum 
sebagai advokat yang belum digambarkan secara jelas dalam undang-
undang yang mengakibatkan menjadi biasnya tugas lembaga bantuan 
hukum sebagai penegak hukum, hak dan kewajiban lembaga bantuan 
bantuan hukum sebagai advokat memang sudah digambarkan dalam 
undang-undang advokat namun demikian fungsi dan peranan lembaga 
bantuan hukum masih belum terealisasi dengan baik. Perbedaan dengan 
penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian penulis tugas dan 
kewenangan lembaga bantuan hukum Muhammadiyah sangatlah vital dan 
juga telah jelas bahwa para advokat di lembaga bantuan hukum 
                                                             
 17Dian Pramitha Sari, mahasiswa UNNES (2011, “Peran Lembaga Bantuan Hukum 
Semarang dalam Perjuangan Penegakkan Hukum (Studi Kasus atas Pencurian Kapuk Randu Di 
Kabupaten Batang)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 
Semarang, 2011, hlm. Viii. 
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Muhammadiyah telah memenuhi sertifikasi dalam undang-undang advokat 
dan selalu berusaha mengedepankan hak dan kewajibannya dalam 
menangani suatu perkara di persyarikatan Muhammadiyah sehingga 
semua apa yang menjadi tugas dan wewenang lembaga bantuan hukum 
Muhammadiyah dapat terealisasi dengan baik.18 
3. Jurnal dari Fachrizal Afandi yang berjudul Implementasi Pengabdian 
Masyarakat Berbasis Access To Justice pada Lembaga Bantuan Hukum 
Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-undang Bantuan Hukum. 
Dalam jurnal ini membahas tentang peran LBH PTN setelah adanya UU 
tentang bantuan hukum membuat semakin mudah membuka peluang bagi 
para dosen PTN, paralegal, dan mahasiswa hukum yang tergabung dalam 
LBH untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang juga sekaligus 
mengembangkan ilmu hukum, juga karena setelah adanya UU bantuan 
hukum peran LBH PTN semakin optimal dan lebih baik. Perbedaan 
dengan penelitian penulis adalah dalam peran LBH Muhammadiyah yang 
merupakan suatu lembaga bantuan hukum Muhammadiyah yang 
menangani permasalahan hukum dipersyarikatan Muhammadiyah 
khususnya di Jawa Tengah merupakan para advokat yang profesional lebih 
dari 15 tahun meskipun lembaga bantuan hukum Muhammadiyah sendiri 
belum lama terbentuk, namun banyak permasalahan di Persyarikatan 
Muhammadiyah yang diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku 
                                                             
 18Mangara Sugiarto Sitorus, mahasiswa Universitas Sumatera utara, “Peranan Lembaga 
Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana (studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)” 
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. viii. 
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meskipun dalam perkara tersebut banyak dari masalah Persyarikatan 
Muhammadiyah sendiri.19 
 
G. Metode Penelitian 
 Dalam pembahasan suatu masalah maka penggunaan suatu metode 
sangat diperlukan sekali, terutama didalam kita mengumpulkan data-data 
dalam hubungan pembahasan terhadap suatu masalah. Untuk memperoleh 
data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode: 
 
1. Jenis Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 
deskriptif kualitatif, yakni dalam penelitian ini membuat gambaran 
mengenai situasi dan fakta-fakta yang ada dilapangan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi yang berdasarkan 
situasi dan fakta dilapangan.20 
 
2. Sumber data 
 Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer 
                                                             
 19 Fachrizal Afandi,“Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice pada Lembaga 
Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-undang Bantuan Hukum”, 
RECHTSVINDING, Volume 2, Nomor 1, (April, 2013), hlm. 31. 
 20 Sumadi Suryabrata, Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 1988, hlm. 19.  
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Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para narasumber 
seperti anggota Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan 
hukum di Persyarikatan Muhammadiyah. 
b. Data Sekunder 
Yaitu data atau bahan hukum sebagai pendukung yang akan 
digunakan dalam penelitian ini meliputi, jurnal, buku-buku, 
artikel yang berkaitan dengan penelitian peran Lembaga Bantuan 
Hukum Muhammadiyah Jateng. 
 
3. Teknik Pengumpulan data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 
a. Wawancara 
  Wawancara dilakukan dengan sistem bebas namun masih 
mengacu dengan pokok permasalahan agar pewawancara dan 
narasumber dapat saling  menyampaikan sesuai dengan pokok 
permasalahan yang akan teliti. Dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang 
bersangkutan dalam skripsi ini yakni para pihak yang sedang 
mengalami permasalahan hukum dan advokat di Lembaga Bantuan 
Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah yang ada dan mengetahui 
permasalahan tersebut. 
b. Observasi 
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  Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara 
langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh 
dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana 
terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif 
lengkap mengenai kehidupan sosial manusia dan salah satu aspek.21 
c. Studi kepustakaan 
  Yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara 
membaca buku literatur, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, 
peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang berkaitan 
dengan objek penelitian 
 
4. Teknik Analisis data 
 Analisa data merupakan proses pengumpulan dan mengolah data 
kedalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dengan analisis 
akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan 
data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian secara kualitatif yaitu dengan menganalisa data yang 
ditemukan dilapangan dan kemudian diambil kesimpulan akhirnya 
menggunakan logika dan penalaran yang sistemastis sesuai apa yang 
ada dilapangan. 
                                                             
 21Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004), hlm. 30-31. 
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 Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriftif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, 
diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.22 
 Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan 
proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif 
adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling 
berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah 
suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. 
Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan 
penelitian. Proses analisis data sudah berlangsung sejak peneliti 
mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan 
pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian. Sajian data 
adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 
penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang 
disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa 
dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis. 
Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 
melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut 
                                                             
 22Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2010), hlm. 172. 
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saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus 
di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.23 
 
H. Sistematika Penulisan 
 Bab I berupa pendahuluan. Pada Bab ini merupakan pendahuluan 
yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada skripsi ini. 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
 Bab II merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang 
merupakan tinjauan umum tentang Lembaga Bantuan Hukum, yang meliputi 
Pengertian Lembaga Bantuan Hukum dan Penasehat Hukum, sejarah tentang 
bantuan hukum,  pengertian advokat, syarat-syarat menjadi advokat. 
 Bab III, dalam bab ini mengemukakan tentang sejarah Pimpinan 
Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Amal Usaha Muhammadiyah, fungsi 
dan tujuan, tata cara Lembaga Bantuan HukumMuhammadiyah Jawa Tengah 
dalam memberikan bantuan hukum di Persyarikatan Muhammadiyah, faktor 
pendukung dan penghambat Lembaga Bantuan HukumMuhammadiyah Jawa 
Tengah dalam memberikan bantuan hukum di Persyarikatan Muhammadiyah, 
visi dan misi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah, 
kemudian struktur organisasi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
Jawa Tengah. 
                                                             
 23Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 
hlm.179. 
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 Bab IV, dalam bab ini merupakan analisa dan pembahasan terhadap 
permasalahan yang diteliti, yang mencakup bagaimana pelaksanaan Lembaga 
Bantuan Hukum Muhammadiyah dalam memberikan bantuan hukum di 
Persyarikatan Muhammadiyah ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2011 dan bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah dalam 
memberikan bantuan hukum di Persyarikatan Muhammadiyah, kendala yang 
dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah dalam 
memberikan bantuan hukum di Persyarikatan Muhammadiyah 
 Bab V, dalam bab ini merupakan penutup yang menguraikan tentang 
kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi dan saran-saran. 
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BAB II 
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PENASEHAT HUKUM 
 
A.  Tinjauan Umum tentang Lembaga Bantuan Hukum 
1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum dan Penasehat Hukum 
 Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, yang dimaksud 
dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 
Sedangkan lembaga bantuan hukum adalah yayasan atau organisasi yang 
menangani permasalahan hukum, dalam hal memberikan Bantuan Hukum 
kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial yang mereka 
sedang mempunyai masalah dengan hukum.24  
 Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, yang dimaksud 
dengan Penasehat Hukum/Advokat adalah orang yang berprofesi memberi 
jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi 
persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Sedangkan Jasa 
Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi 
hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi 
membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum 
klien.25 
2. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia 
                                                             
 24Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Bantuan Hukum 
 25Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Advokat 
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 Di negara Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 
M, bersama dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan 
Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya bantuan hukum ini 
merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (charity) yang umumnya 
dilakukan oleh Patron (seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh 
dalam suatu kelompok masyarakat tertentu) kepada klien. Sejarah bantuan 
hukum menunjukkan bahwa bantuan hukum pada mulanya berawal dari 
sikap kedermawanan sekelompok elite gereja terhadap para pengikutnya, 
hubungan kedermawanan ini juga ada pada pemuka adat dengan penduduk 
sekitarnya.26 
 Pengertian bantuan hukum tersebut tidak begitu jelas adanya, 
sehingga terdapat kesan bahwa bantuan hukum diinterpretasikan sebagai 
bantuan dalam segala hal ekonomi, sosial, agama dan adat. Hukum yang 
berlaku di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh sejarah bangsa Indonesia. 
Secara singkat, sejarah hukum di Indonesia, dapat dibagi menjadi beberapa 
kelompok, antara lain : 
a. Periode Hindia-Belanda 
Pada periode ini mewarisi beberapa hal, meliputi : 
1) Asas-asas hukum yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab 
 Undang-undang Hukum Perdata/KUH Perdata) Hindia-Belanda.
 Contoh, prinsip kebebasan berkontrak; 
                                                             
 26Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67. 
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2) Asas yang dimuat dalam Reglement Rechtsvondering. Contoh, asas 
 sidang terbuka untuk umum; 
3) Asas yang dimuat dalam Wetboek van Straftrecht (Kitab Undang-
 undang Hukum Pidana/KUHP) Hindia-Belanda. Contoh, prinsip 
 tiada suatu hukuman tanpa suatu kesalahan atau tiada suatu 
 hukuman tanpa ada perbuatan yang melanggar hukum. 
 Pembaruan Hukum di Hindia-Belanda mewarisi dua hal, yakni: 
1) Dualisme atau Pluralisme hukum privat dan dualisme atau 
pluralisme lembaga peradilan, meskipun dalam praktiknya masih 
ada dominasi perundang-undangan negara dibandingkan dengan 
hukum adat; 
2) Pengelompokkan masyarakat dalam tiga golongan : Eropa dan 
yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa, dan non-Tionghoa, 
pribumi.27 
b. Periode Jepang 
Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam periode ini dilakukan 
sekedar mengganti suasana Belanda dengan suasana Jepang, sembari 
disisi lain menghilangkan hak-hak istimewa orang Belanda dan Eropa 
lainnya. Berdasarkan UU Balatentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942 
(Osamu Sirei) tentang segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan 
pemerintahan. 
                                                             
 27YLBHI dan AusAID, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2014), hlm. 7-8. 
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Pada pasal 3 Osamu Sirei Bomor 1 Tahun 1942 disebutkan bahwa 
semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-
undang dari pemerintahan yang dahulu tetap diakui sah untuk 
sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan 
pemerintah militer Jepang. 
 Pembaruan yang dilakukan pemerintah Jepang di bidang Peradilan 
di Indonesia, antara lain: 
1) Penghapusan dualisme atau pluralisme tata peradilan, sehingga 
hanya ada satu sistem saja untuk semua golongan penduduk 
(kecuali untuk orang-orang Jepang); 
2) Unifikasi Kejaksaan. Fungsi (Officieren van justitie (yang bekerja 
dibawah arahan hukum acara pidana untuk orang-orang Eropa) 
disatukan disatukan dengan fungsi jaksa untuk orang-orang 
pribumi kedalam Kenzatsu Kyoku, yang diorganisasi menurut tiga 
tingkat peradilan; 
3) Penghapusan pembedaan polisi kota dan polisi pedesaan/lapangan; 
4) Pembentukan lembaga pendidikan hukum, khususnya untuk 
menghasilkan hakim dan jaksa; 
5) Pengisian secara serentak jabatan-jabatan administrasi 
pemerintahan dan hukum oleh orang-orang pribumi.28 
c. Periode Revolusi Fisik 
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Indonesia, 2014), hlm. 8. 
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Kondisi hukum yang dihadapi oleh para pendiri Republik Indonesia 
pada saat merancang model tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan 
yang baru adalah: 
1) Sistem hukum yang dilandasi oleh asas-asas menurut tradisi hukum 
Romano-Germanic, yakni: 
a) Asas Supremasi hukum (yang terkandung dalam doktrin 
rechtstaats) yang sedapat mungkin diunifikasika; 
b) Asas pembagian kekuasaan; 
c) Asas peradilan yang tidak berpihak; 
d) Penyelenggara peradilan yang profesional. 
2) Budaya hukum para praktisi hukum atau yuris, yang karena 
berpendidikan Belanda dan bekerja di wilayah pemerintahan 
kolonial, cenderung berpikir dan bertindak menurut tradisi hukum 
Belanda dan bergerak dengan modal sistem hukum positif 
peninggalan hukum Hindia-Belanda. 
Pemimpin Republik pada saat itu tidak memiliki banyak pilihan dan 
waktu untuk merancang dari nol tatanan hukum indonesia. Akibatnya, 
yang dilakukan adalah meneruskan hukum lama, melalui pasal II 
Aturan Peralihan UUD 1945. Pembaruan hukum dibidang peradilan 
pada masa awal berdirinya Republik bertujuan untuk dekolonialisasi 
dan nasionalisasi. Meskipun upaya pembaruan tersebut berusaha untuk 
dilakukan dengan maksimal, namun upaya hukum pasca kemerdekaan 
terhenti oleh intervensi Belanda yang secara defacto masih berkuasa 
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diwilayah nusantara. Setelah pecah perang selama beberapa tahun, 
Hindia-Belanda dibawah kendali Negara Pusat Belanda berdiri 
disamping Republik Indonesia (Republik Proklamasi). 
 Pada masa ini disebagian wilayah Indonesia, negara-negara semi 
independen buatan Belanda (atau biasa disebut juga dengan negara-
negara boneka) kembali menggunakan hukum-hukum yang berlaku 
dimasa kekuasaan sebelum kependudukan Jepang, sampai ada 
Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan kedaulatan bagi 
Republik Indonesia Serikat. 
d. Periode Demokrasi Liberal 
Pada periode ini berlaku UUDS 1950, yang lebih maju dalam hal 
pengakuan terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, pembaruan 
hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi. Dilema untuk 
mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan 
mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap 
perkembangan ekonomi dan tata hubungan Internasional, menjadikan 
para politisi dan para yuris sulit bergerak. 
Pada periode ini terjadi unifikasi peradilan yang dengan tegas 
menghapuskan seluruh badan dan mekanisme pengadilan atau 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan negara, yang ditetapkan 
melalui pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 1950 tentang Mahkamah 
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Agung dan UU Darurat Nomor 1 Tahun 19501 Tentang susunan dan 
kekuasaan pengadilan.29 
e. Periode Demokrasi Terpimpin 
Pada periode ini terdapat langkah-langkah pemerintahan demokrasi 
terpimpin yag dianggap sangat berpengaruh dalam dinamika hukum 
dan peradilan adalah : 
1) Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukan MA 
serta badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif; 
2) Mengganti lambang hukum “dewi keadilan” menjadi “pohon 
beringin” yang berarti pengayoman; 
3) Memberikan peluang kepada eksekutif untuk melakukan campur 
tangan secara langsung atas proses peradilan berdasarkan UU 
Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan pokok 
kekuasaan kehakiman dan UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang 
Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah 
Agung; 
4) Menyatakan bahwa hukum perdata pada masa kolonial tidak 
berlaku, kecuali sebagai rujukan, sehingga hakim mesti 
mengembangkan putusan-putusan yang lebih menyesuaikan diri 
dengan situasi dan konteks masyarakat saat itu. 
f. Periode Orde Baru 
                                                             
 29YLBHI dan AusAID, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2014), hlm. 8-10. 
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Pada periode ini dalam bidang perundang-undangan, hal pertama yang 
dilakukan oleh rezim Orde Baru adalah “membekukan” pelaksanaan 
UU Pokok Agraria, dan pada saat yang sama membentuk beberapa 
undang-undang yang memudahkan modal asing berinvestasi di 
Indonesia; diantaranya UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, 
dan UU Pertambangan.30 
g. Periode Pasca Orde Baru 
 pada pertengahan Tahun 1998, kekuasaan Orde Baru yang berdiri 
 kokoh selama tiga dasawarsa, goyah dan hancur akibat terpaan badai 
 krisis moneter dan pembusukan politik di kalangan para pendukung 
 utamanya. 
 Pada periode ini terdapat pembaruan kelembagaan hukum dan hak asasi 
 manusia : 
1) Pemisahan lembaga peradilan dari eksekutif; 
2) Pembaruan UU pemberantasan korupsi; 
3) Pembentukan KPK dan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi; 
4) Penghapusan diskrimasi terhadap ras dan golongan politik tertentu; 
5) Pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU; 
6) Pembentukan Komisi Yudisial untuk mengawasi tindak perilaku 
hakim; 
7) Pemisahan kepolisian RI dari TNI; 
8) Pembentukan UU Advokat; 
                                                             
 30YLBHI dan AusAID, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2014), hlm. 10-11. 
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9) Pengukuhan hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan 
undang-undang dan peraturan daerah.31 
 Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak 
zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada 
nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu yang mulia, khususnya 
untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima 
imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan 
hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan 
yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga 
masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka 
pengadilan dan hingga awal ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak 
dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa suatu 
imbalan.32 
 Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution 
(lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. 
Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuk atau 
diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 
1848 ketika dinegeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah 
hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi (Suatu asas yang melandasi 
diberlakukannya hukum Eropa atau hukum dinegeri Belanda pada masa itu 
untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia 
                                                             
 31YLBHI dan AusAID, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2014), hlm. 12-13. 
 32Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 11. 
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Belanda “Indonesia pada masa itu”), dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 
1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga 
diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan 
kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement of de Regterlijke 
Organisaticen het beleid der justitie), yang lazim disingkat dengan R.O.33 
 Dalam hukum positif Indonesia soal bantuan hukum ini sudah 
diatur dalam pasal 250 Herzeine Indische Reglement (HIR). Menurut pasal 
ini, advokat diminta bantuan hukumnya apabila ada permintaan dari orang 
yang dituduh serta diancam dengan hukuman mati. Dengan demikian pasal 
250 HIR tidak mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum 
kepada orang yang dituduh atau diancam hukuman mati. Pasal 250 HIR 
tersbut juga lebih ditujukan kepada mereka yang bergolongan 
kewarganegaraan Eropa/Belanda, pasal ini syarat dengan warna unsur 
diskriminasi rasial. Sehingga dalam praktiknya pasal 250 HIR lebih 
mengutamakan bangsa Belanda dibandingkan dengan bangsa Indonesia. 
 Pada masa itu penduduk Indonesia dibedakan atas tiga golongan 
berdasarkan pasal 163 ayat (1) Indische Staatsregeling (IS), antara lain: 
1) Golongan Eropa 
Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang Belanda, semua 
orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, 
dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang. 
2) Golongan Timur Asing 
                                                             
 33Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan 
Aries Harianto, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 23. 
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Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang 
bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan 
Bumiputera. 
3) Golongan Bumiputera 
Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli 
(pribumi).34 
 Pada masa itu penggolongan terhadap penduduk Indonesia 
menyebabkan adanya perbedaan antara golongan satu dengan golongan 
yang lain dalam banyak bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial, 
dan politik kolonial, yang dimana dalam semua bidang tersebut golongan 
Bumiputera mempuunyai derajat yang lebih rendah daripada golongan 
Eropa dan Timur Asing. Perbedaan gambaran tersebut terjadi karena di 
jaman kolonial Belanda dikenal adanya dua sistem peradilan yang terpisah 
satu dengan yang lainnya, yaitu : 
1. Satu hirarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang 
dipersamakan. 
2. Hirarki peradilan untuk orang-orang indonesia dan yang 
dipersamakan. 
 Hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan 
tersebut juga berbeda untuk acara pidana dan acara perdata. Untuk 
peradilan eropa berlaku Reglement op de Rechtsvoodering (RV) untuk 
acara perdatanya dan Reglement op de Stratfoordering (SV) untuk acara 
                                                             
 34Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 12-13. 
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pidananya. Sedangkan bagi bangsa Indonesia berlaku HIR baik untuk 
acara pidana maupun acara perdata.35 
 Kaitannya dengan bantuan hukum adalah bagi orang-orang Eropa 
dikenal kewajiban legal representation by a lawyer “perwakilan hukum 
oleh seorang pengacara”baik bagi perkara pidana maupun perkara perdata, 
hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang Eropa telah 
mengenal lembaga yang bersangkutan didalam kultur hukum (dinegeri 
Belanda) dan karena hal tersebut cukup diatur didalam undang-undang 
tentang ketentuan bantuan hukum sebagaimana yang dikenal di negara-
negara yang sudah maju. 
 Berbeda dengan negara-negara yang sudah maju, di negara 
Indonesia yang menggunakan HIR tidak dikenal semacam representation 
by a lawyer, sehingga didalam perkara pidana bagi orang-orang Indonesia 
HIR tidak mengatur ketentuan bahwa terdakwa yang berhak dibela oleh 
seorang lawyer, yang membuat setiap orang diperbolehkan membela 
dirinya sendiri atau menunjuk keluargannya untuk membantunya di muka 
pengadilan.36 
3. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum  
 Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
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(Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 13-14. 
 36Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
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Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan 
Hukum”. 
 Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang 
miskin, sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga atau 
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum 
Berdasarkan Undang-undang ini.37 
 Dalam menjalankan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan 
pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
yaitu asas keadilan, persamaan kedudukan didalam hukum, keterbukaan, 
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). 
 Seperti dalam Pasal 3 Undang-undang bantuan hukum, LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah menyelenggarakan bantuan bertujuan untuk: 
a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk 
mendapatkan akses keadilan; 
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan 
prinsip persamaan kedudukan didalam hukum; 
c. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang 
menghadapi masalah hukum, pemberian bantuan hukum dilakukan dalam 
permasalahan hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara baik litigasi 
maupun secara non litigasi, kemudian bantuan hukum dilaksanakan 
                                                             
 37Undang-undang  No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1. 
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melalui menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau, 
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima 
Bantuan Hukum. 
 Bantuan Hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia, 
bantuan hukum yang berkembang di indonesia pada hakikatnya tidak luput 
dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang 
sudah maju. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat 
diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu 
dalam bidang hukum.38 
 Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum menjamin hak konstitusional bagi setiap orang 
atau warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. 
 Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya bantuan hukum 
mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan 
aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk 
menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat 
agar aturan-aturan itu dihayati. Menurut pemikiran Adnan Buyung 
Nasution tedapat dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum 
dalam pengertiannya yang luas, meliputi : 
                                                             
 38Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
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1. Bantuan hukum merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menyadari hak-hak 
dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara 
Republik Indonesia. 
2. Bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-
perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat 
dan mengikuti perubahan keadaan.39 
 Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas 
juga ditetapkan oleh lokarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 
yang menyatakan bahwa bantuan hukum yang merupakan kegiatan 
pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak 
mampu (miskin) baik perseorangan maupun kepada kelompok-kelompok 
masyarakat tidak mampu secara kolektif. Sebelumnya pada tahun 1976 
Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan 
pengertian bantuan hukum sebagai pemberian kepada seorang pencari 
keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang 
hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa mengharapkan imbalan 
jasa.40 
 Bantuan Hukum adalah jasa memberi bantuan dengan bertindak 
sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana 
maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di 
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 40Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan 
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muka pengadilan litigation dan atau memberi nasehat di luar pengadilan 
non litigation.41 
 Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum 
merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang 
memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun di dalam 
pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang 
yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah 
hukum, serta hak asasi manusia.42 
 Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum 
terdapat beberapa unsur, yaitu : 
a) Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak 
mampu secara ekonomi; 
b) Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses 
persidangan persidangan; 
c) Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, 
perdata maupun tata usaha usaha negara; 
d) Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.43 
 Clerence J. Dias juga memperkenalkan pula istilah “legal service”  
yang lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”. Menurut Clerence 
J. Dias, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah : 
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“Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada 
khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak 
ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk 
memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena 
sebab tidak dimilkinya sumber daya finansial yang cukup”. 
 Sementara “legal service” Clerence J. Dias mengartikan sebagai : 
langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum 
di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat 
adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber 
lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.44 
 Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah: Legal 
aid yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang 
terlibat dalam suatu kasus atau perkara: 
a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, 
b) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikususkan bagi yang tidak 
mampu dalam lapisan masyarakat miskin, 
c) Dengan demikian motivasi utama konsep legal aid adalah 
menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi 
rakyat kecil yang tidak paham dan buta hukum. 
 Menurut Kuffal, bantuan hukum adalah pelayanan hukum (legal 
service) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan 
perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi 
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tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai dengan diperolehnya putusan 
pengadilan sejak ia ditangkap/ditahan sampai diperolehnya putusan 
pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan 
kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa 
agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan 
sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.45 
 Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokasi 
pasal 1 butir 9 dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang 
diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak 
mampu.46 
 Mengutip pendapat K. Smith dan DJ Keenan, Santoso 
Poedjosoebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid 
diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat 
hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang 
berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, 
sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang 
pembela atau pengacara.  
 S. Tasrif (pengacara/advokat) menyatakan, bahwa orang-orang 
yang dapat diberi bantuan/nasihat hukum hanyalah orang-orang miskin 
(yang harus memiliki surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah atau 
pejabat lainnya yang berwenang) dan tidak diperkenankan untuk memberi 
                                                             
 45 Moh. Faza Rosyada, Pengertian Bantuan Hukum dan Advokasi, 
www.scribd.com/doc/110664038/, diunduh tanggal 22 Juli 2018, jam 20.00 WIB. 
 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
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bantuan atau nasihat hukum kepada orang yang mampu membayar 
honorarium atau nasihat hukum kepada seorang advokat/pengacara biasa.47 
 Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa ruang 
lingkup bantuan hukum mencakup pemberian pelayanan hukum, 
mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan 
perbaikan pelaksanaan hukum yang akhirnya bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar mereka menyadari 
hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.  
 Pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang 
akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak 
peduli siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya.48 
 Konsep access to justiceterhadap keadilan tidak semata terbatas 
pada akses terhadap advokat ataupun akses terhadap pengadilan, tetapi 
juga akses terhadap lembaga-lembaga keadilan yang lain. Konsep access 
to justiceyang ada di Indonesia bertitik tumpu kepada tujuan yakni sistem 
hukum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan 
bahwa sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau 
keputusan yang adil bagi seluruh kalangan warga negara baik individu 
maupun kelompok. 
 Di dalam konsep access to justice ini pula, keadilan diartikan 
sebagai sebuah keadaan dan proses dimana negara menjamin akan 
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 48 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Buku Kompas, 
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terpenuhinya hak-hak dasar bagi warga negaranya yakni hak dasar 
berdasarkan UUD 1945. Rawls di dalam A Theory Of Justice memberikan 
suatu konsep keadilan sosial, dimana keadilan sosial dipandang sebagai 
sebuah instansi pertama, standar dari mana aspek distributif suatu struktur 
dasar masyarakat dinilai.49 
 Menurut Adnan Buyung Nasution (Soerjono Soekanto, 1983 : 14 
& 17), disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada 
masyarakat yang membutuhkannya, bantuan hukum berperan juga untuk 
mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan 
menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek 
hukum dan juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan 
perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang. 
 Lembaga Bantuan Hukum meupakan lembaga non-profit (tidak 
memperoleh keuntungan) yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan 
pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang 
membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu bahkan tidak mengerti 
hukum.50 
 Aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya 
sesuai dengan apa yang dikatakan dalam undang-undang. Dalam teori 
tersebut banyak mendapatkan banyak kritik dari para ahli hukum, 
diantaranya adalah oleh Nonet dan Selznick yang berpendapat bahwa 
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kritik terhadap hukum selalu mengarah pada ketidakmampuannya sebagai 
alat untuk mengatur perubahan dan untuk mengusahakan tecapainya 
keadilan.51 
 Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya 
dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dalam 
mendapat keadilan terhadap hal tersebut maka disahkannya Undang-
undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diharapkan agar 
lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak 
mampu.52  
 Prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakkan hukum dalam 
Islam bersumber pada Al Qur’an, sunnah dan ijtihad. Diantaranya dalam 
QS. Al-Maidah ayat 2 yang dalam artinya dijelaskan tentang kewajiban 
untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Dalam ayat 
tersebut merupakan dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses 
penegakkan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Dalam sejarah 
penegakkan hukum dalam Islam, pemenuhan hak hukum dan keadilan 
dapat dilakukan dalam tiga jasa hukum, yakni al-hakam, al-mufti, dan al-
mushalih al-alaihyang memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, 
pengacara, arbiter, konsultan atau penasehat hukum yang berperan 
memberikan jasa hukum. 
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 Dalam sejarah bantuan hukum dalam Islam istilah bantuan hukum 
(legal aid atau legal sevices) belum banyak dijelaskan, istilah mahamy 
juga dekat maknanya dengan peran kalangan penegak hukum dizaman 
awal perkembangan hukum Islam.53 
 Istilah bantuan hukum yang maknanya dekat dengan advokat, 
pengacara, arbiter, konsultan, atau penasehat hukum yang berperan 
memberikan jasa hukum juga bisa diartikan sebagai perwakilan, 
mewakilkan (wakalah), secara jelas pernyataan melalui wakil tidak 
dibedakan secara tegas dengan perwakilan. Pemberian kuasa atau 
perwakilan dalam bidang hukum penekanannya adalah penunjukan 
seseorang agar melaksanakan suatu kewajiban. Dalam bidang hukum 
dalam arti sempitnya, perwakilan bertujuan untuk memberikan kuasa 
kepada orang lain untuk menyelesaikan (wakalah ; perwakilan, muwakil ; 
yang mewakilkan, wakil ; yang mewakili urusan hukum. Orang yang 
mewakili demikian terikat oleh perintah yang telah dikuasakan dari orang 
yang kurang cakap hukum untuk menjalankan semua apa yang telah 
dikuasakan kepadanya.54Wakalah dalam peribadatan hukumnya tidak sah, 
namun wakalah dalam hukum Islam seperti memberikan bantuan hukum 
untuk menjadi wakil dalam suatu urusan adalah hukumnya boleh.55 
 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan Organisasi Non 
Pemerintah (ORNOP), karena didirikan atas dasar inisiatif dari elemen 
                                                             
 53Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Agama Islam Hubungannya Dengan UU 
Advokat Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia, (Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 35. 
 54Josepht Schacht, Pengantar Hukum Islam (Diterjemahkan dari Joseph Schacht, An 
Introduction to islamic law, oxford university press london (Bandung: Nuansa, 1965), hlm. 178. 
 55Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 521. 
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masyarakat tertentu yaitu Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Dalam 
hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berkiprah dalam menyediakan 
bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan kelompok-
kelompok masyarakat yang terpinggirkan. 
 Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum sebagai jaminan 
keadilan dalam melindungi hak-hak masyarakat miskin atau tidak mampu 
sampai saat ini yaitu : 
a. UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 
 Dalam UUBH secara garis besar mengatur tata cara pemberian 
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum 
yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang 
menghadapi masalah hukum. 
b. UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
 Bantuan Hukum dalam UU Kekuasaan Kehakiman terdapat pada 
Bab XI dalam pasal 56 dan 57. Pada pasal 56 ayat (1) menjelaskan 
bahwa hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk 
mendapatkan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum, sesuai 
dengan sifat dan hakikat dari suatu negara hukum yang menempatkan 
supremasi hukum diatas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung 
dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya 
jaminan perlindungan terhadap HAM. Sedangkan pasal 57 ayat (1) 
menjelaskan bahwa pada setiap pengadilan negeri dibentuk Pos 
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Bantuan Hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam 
memperoleh bantuan hukum. 
c. UU RI No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 
 Kebutuhan hukum dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk 
mencapai peradilan yang adil dan merdeka, oleh karena itu UU 
Peradilan Umum pada pasal 68 B menjelaskan bahwa bantuan hukum 
berhak diperoleh oleh siapa saja yang tersangkut masalah hukum, dan 
biaya perkara bagi para pencari keadilan ditanggung oleh negara.56 
d. UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 7 
Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. 
 Bantuan hukum dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan 
Agama termuat dalam pasal 60 B yang menjelaskan bahwa bantuan 
hukum berhak diperoleh setiap orang yang tersangkut masalah hukum, 
bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu pada 
biayanya ditanggung oleh negara dengan syarat melampirkan bukti 
tidak mampu. 
e. UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
 Bantuan hukum dalam peradilan tata usaha negara termuat dalam 
UU No. 51 tahun 2009 pada pasal 57 yang menjelaskan hak untuk 
didampingi dan diwakili oleh kuasa.  
f. UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 
                                                             
 56Kelompok Kerja Paralegal, Working Paper: Kritisi dari Aspek Paralegal dan 
Pemberdayaan Hukum (legal Empowerment), (Jakarta: KKPI, 2014), hlm. 25. 
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 Bantuan hukum cuma-cuma dalam UU Advokat terdapat pada 
pasal 1 ayat (9) yang menjelaskan pengertian bantuan hukum. Bantuan 
Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-
cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. 
g. UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 
 Bantuan hukum KUHAP diatur dalam BAB VI pasal 54 yang 
menjelaskan tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum 
dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan. Kemudian dalam 
pasal 56 dijelaskan tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman 
pidana mati atau pidana lebih dari lima belas tahun atau lebih atau bagi 
mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih 
wajib mendapat mendapat penasihat hukum.57 
B. Tinjauan tentang Penasehat Hukum 
1.  Pengertian Penasehat Hukum/Advokat 
 Advokat secara historis termasuk salah satu profesi yang tertua, 
dalam perjalanannya profesi advokat dinamakan sebagai officum nobile, 
jabatan mulia. Penamaan tersebut diberikan karena aspek “kepercayaan” 
dari pemberi kuasa/klien.58 
 Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 
pengertian Penasehat Hukum/Advokat adalah orang yang berprofesi 
                                                             
 57Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum, (Jakarta, 
Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 19. 
 58Luhut, M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan 
Kehormatan Profesi, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 1. 
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memberi jasa hukum, baik didalam dan diluar pengadilan yang memenuhi 
syarat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.59 
 Advokat/penasehat hukum adalah warga negara Indonesia yang 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam 
mempertahanksan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, 
luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Advokat juga berperan penting dalam 
menciptakan stabilitas hukum di masyarakat, karena hukum merupakan 
salah satu norma sosial yang ada pada masyarakat selain norma agama, 
kesopanan, dan kesusilaan. 
 Seorang Advokat/penasehat hukum dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik, jujur, adil, memegang amanat dari negara maupun 
masyarakat tidak cukup hanya diatur, dilindungi oleh undang-undang saja, 
namun juga perlu adanya etika profesi yang mengatur dan mengawasi. 
Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi dan 
ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.60 
 Dalam kamus bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang apa yang 
baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).61 
Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
yang harus dipengaruhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan 
profesional atau orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut 
                                                             
 59Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
 60Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, (Jakarta: Erlangga: 2011), hlm. 7. 
 61Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 309. 
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seorang profesional. Kode etik penting sebagai sarana kontrol sosial. Kode 
etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan 
oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui agen atau pelaksananya. 
Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang 
lebih tinggi. Kode etik pada dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah 
dianggap benar serta berdasarkan metode dan prosedur yang benar pula.62 
 Beberapa pengertian tentang kode etik Advokat yaitu :  
a. Menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat sebagai 
ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan 
yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam 
menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka 
pengadilan maupun diluar pengadilan.63 
b. Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat 
kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam 
menjalankan suatu profesi. 
c. Dalam kode etik Advokat Indonesia tahun 2002 dijelaskan bahwa 
Kode Etik Advokat indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam 
menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun 
membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan 
bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, 
                                                             
 62E. Sumaryono, Etika dan Profesi Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm: 35-36. 
 63Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 88. 
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pengadilan, negara, UUD, lawan berperkara, rekan advokat, atau 
masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.64 
2. Syarat menjadi Penasehat Hukum/Advokat 
 Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 
2003, yang dapat diangkat menjadi seorang advokat adalah sarjana yang 
berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti 
pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi 
Advokat, seperti PERADI. Jadi seseorang yang akan diangkat menjadi  
Advokat adalah setelah mereka mengikuti pendidikan Advokat dan 
memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan UU No. 18 Tahun 
2003 sebagai berikut : 
a. Warga Negara Repubik Indonesia (WNI) 
b. Bertempat tinggal di Indonesia 
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara 
d. Berusia sekurang-kurangnya minimal 25 (dua puluh lima) tahun 
e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 
f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat 
g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada 
kantor Advokat 
h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 
yang diancam dengan pidan penjara 5 (lima) tahun atau lebih 
                                                             
 64Shidarta, Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, (Bandung: 
Refika Aditama, 2006), hlm. 185. 
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i. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai 
integritas yang tinggi. 
 Dalam ketentuan Undang-undang Advokat telah jelas bahwa 
seseorang yang akan menjadi Advokat harus berlatar belakang pendidikan 
tinggi hukum terlebih dahulu, kemudian mengikuti pendidikan profesi 
Advokat dan kemudian mengikuti persyaratan lainnya, diantaranya harus 
berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun untuk menjadi 
seorang Advokat yang dapat berpraktik sendiri, jika usia sudah mencukupi 
seseorang harus terlebih dahulu lulus ujian profesi advokat yang diadakan 
oleh organisasi Advokat. Jika sudah lulus dalam ujian tersebut, kemudian 
magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dikantor Advokat 
sebagai calon Advokat. Sesudah selesai magang, seseorang yang magang 
tersebut harus meminta surat keterangan magang dari kantor dimana dia 
magang, lalu mengumpulkan berkas lainnya untuk selanjutnya diambil 
sumpahnya oleh pengadilan tinggi sebagai Advokat.65 
 Pemberi Bantuan Hukum mayoritas yang terakreditasi di Pulau 
Jawa, sementara rakyat miskin di Indonesia banyak tersebar di pelosok 
daerah. Hal ini menjadi faktor yang berpengaruh besar yang akan 
menyulitkan akses keadilan bagi kaum miskin di wilayah yang tidak 
terdapat lembaga atau organisasi Pemberi Bantuan Hukum apabila mereka 
sedang terlibat masalah hukum.66 
                                                             
 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
 66Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 
45. 
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 Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang telah diatur dalam 
undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum masih 
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang 
mempengaruhi membuat masalah yang menjadi kendala dalam pemberian 
bantuan hukum, faktor tersebut banyak timbul dari UU Bantuan Hukum 
itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan 
hukum tersebut adalah proses administrasi sebagai pelaksana Bantuan 
Hukum yang dirasa rumit seperti dalam proses verifikasi, akreditasi, 
pelaporan pertanggungjawaban sampai pada anggaran perjalanan dinas, 
proses administrasi Pemohon Penerima Bantuan Hukum dimana harus 
menyerahkan SKTM yang sebelumnya harus memiliki KTP dan juga 
peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai.67 
 
 
 
 
                                                             
 67Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, Dkk, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum 
Dikaitkan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, (Sumatra Utara: 
Universitas Sumatra Utara, 2015), hlm. 339 
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BAB III 
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PIMPINAN WILAYAH 
MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH 
 
A. Sejarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah 
1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah 
 SK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yakni 
berdasarkan SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : K.01/W/1966, 
tertanggal 1 Februari 1966. 
 Muhammadiyah di wilayah Jawa tengah telah banyak mendirikan 
taman kanak-kanak, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, balai 
pengobatan, rumah yatim piatu, usaha ekonomi, penerbitan, dan amal 
usaha lainnya. Muhammadiyah juga membangun masjid, mushalla, 
melakukan langkah-langkah dakwah dalam berbagai bentuk kegiatan 
pembinaan umat yang meluas di seluruh pelosok Tanah Air. Tercatat, 
Muhammadiyah Jawa Tengah mempunyai 28 rumah sakit, 97 
poliklinik/rumah bersalin/balai pengobatan, lima universitas 
Muhammadiyah, delapan sekolah tinggi Muhammadiyah, dua politeknik 
Muhammadiyah dan dua akademi Muhammadiyah. Untuk tingkat sekolah, 
Muhammadiyah Jawa Tengah mempunyai 182 SD, 438 MI, 279 SMP, 109 
MTs, 110 SMA, 18 MA dan 131 SMK. Selain itu, Muhammadiyah Jawa 
Tengah juga mempunyai 37 pondok pesantren, 88 panti asuhan, 152 amal 
usaha ekonomi dan 54 kelompok seni budaya 
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35 pimpinan daerah Muhammadiyah yang tersebar di seluruh 
kota/kabupaten di Jawa Tengah. Selain itu, Muhammadiyah Jawa Tengah 
juga mempunyai 518 pimpinan cabang Muhammadiyah dari 563 
kecamatan di Jawa Tengah dan 3.679 pimpinan ranting Muhammadiyah 
dari 8.553 desa/kelurahan di Jawa Tengah. 
 Muhammadiyah tidak pernah berhenti melakukan peran-peran 
kebangsaan dan peran-peran kemanusiaannya dalam dinamika nasional 
dan global. Kiprah Muhammadiyah tersebut menunjukkan bukti nyata 
kepada masyarakat bahwa misi gerakan Islam yang diembannya bersifat 
amaliah untuk kemajuan dan pencerahan yang membawa pada 
kemaslahatan masyarakat yang seluas-luasnya. 
 Muhammadiyah Jawa Tengah telah berhasil bekerjasama dengan 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam pengelolaan Mobil 
Klinik dan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Dari kerjasama tersebut, 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah memperoleh bantuan 
tiga mobil klinik dari Departemen Kesehatan dan 66 Poskestren dikelola 
melalui jaringan kerjasama tersebut. Selain itu, Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah Jawa Tengah juga memperoleh program “Motor Pintar” 
sebanyak dua unit dari persatuan istri para menteri kabinet Indonesia 
bersatu. Sedang dalam pergaulan internasional dan dunia Islam, 
Muhammadiyah Jawa Tengah juga berhasil melakukan kerjasama dengan 
kedutaan besar Australia dalam melakukan rehabilitasi beberapa sekolah 
Muhammadiyah yang rusak akibat bencana gempa bumi di Klaten. 
56 
 
 
 
 Peran kemanusiaan Muhammadiyah Jawa Tengah juga terlihat 
dalam penanganan beberapa bencana alam di berbagai daerah di Jawa 
Tengah, seperti banjir sungai bengawan solo dan “pagebluk” di Kabupaten 
Magelang yang merenggut beberapa korban jiwa. Selain itu, 
Muhammadiyah Jawa Tengah melalui Muhammadiyah Medical Center 
(MMC) juga membantu penanganan akibat gempa bumi di Sumatra Barat 
bersama tim RS. PKU Gombong, RSI Muhammadiyah Kendal dan 
Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Muhammadiyah 
Jawa Tengah melalui MDMC juga membantu korban bencana di Cilacap 
yang terlanda bencana gempa di Tasikmalaya, kemudian menyalurkan 
1000 paket lebaran dari Mantan Wakil Presiden, H.M Jusuf Kalla, ke 
Cilacap dan Blora serta kaum dhua’fa di sekitar Gedung Muhammadiyah 
Jawa Tengah. 
 Muhammadiyah Jawa Tengah juga melakukan bantuan 
kemanusiaan dan pendampingan kepada keluarga korban pembunuhan di 
Semarang, pendampingan dan pencerahan kepada Persatuan Waria 
Semarang (Perwaris) dan preman-preman di kecamatan Ambarawa, 
Semarang. Selain itu, Muhammadiyah Jawa Tengah juga melakukan 
pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan PKBM dan Taman Baca 
Masyarakat, Pemberantasan Buta Aksara, kejar paket C bagi pembantu 
rumah tangga dan buruh pabrik, kejar paket B bagi anak nelayan, pelatihan 
bengkel motor bagi anak jalanan, diklat guru PAUD non formal, lifeskill 
pembuatan kepiting lemburi, pembuatan tahu bagi anak jalanan, kursus 
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keterampilan menjahit bagi PSK di Demak dan bantuan pendampingan 
pengurusan ASKESKIN. 
 Dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah Jawa Tengah telah 
melakukan pengembangan kapasitas guru di sekolah Muhammadiyah, 
membentuk sekolah-sekolah unggulan Muhammadiyah di Jawa Tengah 
dan sebagainya. 
 Peran-peran sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid 
juga dikembangkan Muhammadiyah dalam menjalankan peran politik 
kebangsaan guna mewujudkan reformasi nasional dan mengawal 
perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik (politik kepartaian). 
Dengan bingkai Khittah Ujung Pandang tahun 1971 dan Khittah Denpasar 
tahun 2002, Muhammadiyah secara proaktif menjalankan peran dalam 
pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, memasyarakatkan 
etika berpolitik, pengembangan sumber daya manusia, penyelamatan 
lingkungan hidup dan sumber daya alam, memperkokoh integrasi nasional, 
membangun karakter dan moral bangsa, serta peran-peran kebangsaan 
lainnya yang bersifat pencerahan. 
 Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal 
dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak 
mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi 
dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun. Muhammadiyah juga 
akan terus menjalankan peran dan langkah-langkah sistematik dalam 
mengembangkan kehidupan masyarakat madani (civil society) melalui 
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aksi-aksi dakwah kultural yang mengarah pada pembentukan masyarakat 
Indonesia yang demokratis, otonom, berkeadilan, dan berakhlak mulia.68 
 
2. Amal Usaha Muhammadiyah 
 Dalam pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Muhammadiyah disebutkan 
bahwa “untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah 
melaksanakan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang 
diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan”. 
 Kemudian juga pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa “usaha yang 
diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam 
dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”. 
 Muhammadiyah dalam segala bentuk usahanya diwujudkan dalam 
penerapan amal usaha, program dan kegiatan yang meliputi: 
a. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, 
meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam 
berbagai aspek kehidupan. 
b. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam 
berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan 
kebenarannya. 
c. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, 
hibah, dan amal shalih lainnya. 
                                                             
 68 https://pwmjateng.com/sejarah-pwm-jawa-tengah/#, diakses 3Juni 2018, Jam 20.00 
WIB. 
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d. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar 
berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia. 
e. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, 
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta 
meningkatkan penelitian. 
f. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup 
yang berkualitas 
g. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 
h. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya 
alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. 
i. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam 
berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri. 
j. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara 
k. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai 
pelaku gerakan. 
l. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk 
mensukseskan gerakan. 
m. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta 
meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.69 
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B.  Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah 
1. Lokasi Penelitian  
 Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah 
merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Singosari 
Raya No. 33, Pleburan, Semarang yang juga merupakan gedung Pimpinan 
Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Telepon : (024) 8316010 No. Fax 
: (024) 8316010. Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah 
merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang secara resmi 
dikukuhkan pada Tahun 2016 berdasarkan SK Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah No.053/KEP/II.0/2016 tentang 
PENGESAHAN LBH PWM Jawa Tengah 2016-2020. Pengurus Lembaga 
Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah terdiri dari 20 orang yang 
seluruhnya adalah advokat/pengacara yang resmi dan berlisensi dari 
Mahkamah Agung. 
 Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah bertempat di gedung 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang berada di tengah 
kota Semarang yang memudahkan bagi anggota Persyarikatan 
Muhammadiyah khususnya dan warga masyarakat pada umumnya untuk 
berkonsultasi masalah hukum maupun kegiatan yang lain. Sedangkan 
anggota Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah banyak yang 
berdomisili di kota Soloraya, sehingga dalam beberapa kesempatan dalam 
pembahasan masalah-masalah di Persyarikatan Muhammadiyah yang ada 
di Jawa Tengah di lakukan di kota Surakarta. 
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 Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah juga merupakan 
lembaga yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Persyaraikatan 
Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai hasil konkrit 
pelaksanaan/perwujudan atas ayat-ayat Al Qur’an dalam kehidupan nyata 
sehari-hari. 
 Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji 
ayat-ayat Al Qur’an, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran ayat 104, 
maka akhirnya dilahirkan amalan yang konkrit, yaitu lahirnya 
Persyarikatan Muhammadiyah. 
 Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan Islam dalam 
wujud yang nyata dan konkrit, yang dapat dihayati, dirasakan, dan 
dinikmati oleh umat sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin. Salah 
satunya dibidang hukum, Persyarikatan Muhammadiyah diharapkan 
mampu memberikan kontribusi nyata terhadap persoalan-persoalan hukum 
di negara Indonesia. 
 Disisi lain, banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah, seperti 
Universitas, Rumah Sakit, Sekolah, Panti Asuhan, dan lain sebagainya, 
secara garis lurus juga sesuai dengan potensi munculnya masalah hukum 
di internal Persyarikatan Muhammadiyah sendiri maupun dengan pihak 
luar Persyarikatan Muhammadiyah. 
 Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga khusus dibawah 
naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan cakap dan sigap 
dalam menangani persoalan-persoalan hukum, termasuk didalamnya 
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advokasi konstitusi (jihad konstitusi) atas produk peraturan perundang-
undangan yang mendzolimi masyarakat maupun dalam memberikan 
perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.70 
 Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah 
merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang berdiri karena 
dilatarbelakangi banyaknya permasalahan yang timbul di Amal Usaha 
Muhammadiyah yang bermasalah dengan hukum, baik itu masalah 
sengketa dengan internal warga Muhammadiyah sendiri maupun sengketa 
dengan pihak diluar warga Muhammadiyah. 
 LBH Muhammadiyah Jawa Tengah sendiri memang merupakan 
Lembaga Bantuan Hukum yang belum lama berdiri, namun dalam waktu 
kurang dari 5 tahun Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nilainya 
cukup besar dilingkungan Muhammadiyah dengan hasil yang baik. 
 Sampai saat ini sudah banyak persoalan-persoalan hukum di 
persyarikatan  muhammadiyah yang telah berhasil diselesaikan oleh LBH 
Muhammadiyah jawa tengah, nilai asset yang berhasil diselamatkan 
mencapai puluhan bahkan sampai ratusan milyar rupiah. Dalam 
menangani perkara LBH Muhammadiyah Jawa Tengah tidak pernah 
mematok tarif nominal, jika pun oleh pimpinan Amal Usaha 
                                                             
 70Divisi Advokasi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, BUKU 
PANDUAN PENDIRIAN LBH MUHAMMADIYAH, (Semarang: 2018), hlm. 1. 
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Muhammadiyah (AUM) memberikan bantuan dana, sebatas untuk 
operasional , jauh dari tarif resmi lawyer atau pengacara pada umumnya.71 
 Meskipun para anggota Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
tidak dibayar seperti tarif pengacara pada umumnya namun para anggota 
berusaha bekerja semaksimal mungkin dan penuh dengan tanggung jawab 
sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, 
oleh sebab itu Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah berusaha 
memberikan pemahaman untuk mencegah timbulnya masalah hukum di 
Amal Usaha Muhammadiyah, meliputi : 
a. Badan Hukum Amal usaha Muhammadiyah (AUM) harus atas nama 
Persyarikatan Muhammadiyah yang meliputi : 
1) Semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) baik itu Rumah Sakit, 
Universitas, Sekolah, Lembaga Keuangan, Pondok Pesantren dll, 
Wajib Berbadan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai 
pengakuan hukum seluruh aset milik Muhammadiyah.  
2) Tidak diperkenankan membuat Badan Hukum sendiri, baik itu PT, 
Yayasan atau Badan Hukum lain, kecuali seijin PP 
Muhammadiyah. 
3) Jika ada lembaga atau instansi yang menolak dan mempersoalkan 
keabsahan Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dalam 
                                                             
 71https://pwmjateng.com/sejarah-pwm-jawa-tengah/# diakses 3 Juni 2018, Jam 20.00 
WIB. 
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mengelola Lembaga Pendidikan, Kesehatan atau ekonomi, segera 
konsultasikan dengan LBH Muhammadiyah Jawa Tengah. 
b. Sertifikat Tanah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) harus atas nama 
Persyarikatan Muhammadiyah agar dikemudian hari tidak timbul 
sengketa tanah yang disebabkan banyaknya permasalahan yang 
meliputi: 
1) Mayoritas persoalan hukum di AUM terjadi karena Sertifikat Hak 
Milik tanah masih atas nama pribadi/perseorangan. 
2) Tanah wakaf harus mendapat sertifikat/ akta wakaf dari KUA 
atau Departemen Agama dan segera dilakukan Balik Nama atas 
nama Persyarikatan Muhammadiyah agar tidak timbul 
permasalahan atas kepemilikan tanah wakaf. 
3) Jika ada oknum BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang 
mempersulit dan menyatakan bahwa Persyarikatan 
Muhammadiyah tidak bisa memiliki Hak Milik, sehingga 
sertifikat hanya bisa menjadi HGB (Hak Guna Bangunan) adalah 
tidak benar. Untuk segera konsultasikan dengan LBH 
Muhammadiyah Jateng. 
4) Jika TERPAKSA belum bisa dibalik nama ke Persyarikatan 
Muhammadiyah dengan alasan masih di agunkan di Bank atau 
yang lain, harus dilampiri Surat Pernyataan di NOTARIS bahwa 
Tanah tersebut milik Muhammadiyah dan ditandatangani oleh :  
a) Yang bersangkutan yang namanya tertera dalam sertifikat,  
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b) Suami/Istrinya,  
c) Semua anak-anaknya (ahli waris) 
c. Jika terdapat indikasi Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) 
mempersulit proses balik nama sertifikat AUM, Badan Hukum 
Kepemilikan AUM belum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, 
tidak ada laporan keuangan kepada Pimpinan Persyarikatan (PCM, 
PDM, PWM, PPM), Badan Pengawas Harian (BPH) kurang berfungsi 
maksimal, segera konsultasikan dengan LBH Muhammadiyah Jawa 
Tengah dan Pimpinan Persyarikatan (PCM, PDM, PWM, PPM) 
sebelum masalah menjadi besar. 
2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
Jawa Tengah 
 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di zaman seperti sekarang ini 
telah banyak berkembang, dan juga banyak didirikan oleh organisasi non 
pemerintah, sehingga memberikan dampak yang sangat menguntungkan 
bagi warga atau Persyarikatan khususnya dan masyarakat pada umumnya, 
salah satunya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah, meskipun Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah belum lama didirikan namun telah banyak memberikan dampak 
yang positif bagi kehidupan Persyarikatan dan Amal Usaha 
Muhammadiyah yang semakin banyak dan berkembang seperti sekarang 
ini, dikarenakan pada praktiknya fungsi dan tujuan dari Lembaga Bantuan 
Hukum Muhammadiyah yaitu 
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 fungsi dari Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah yaitu : 
a. Sebagai lembaga yang berjihad berlandaskan Al-Qur’an dan As-
Sunnah yang aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma’ruf 
nahi munkar di bidang hukum; 
b. Sebagai Lembaga yang berupaya mewujudkan agama Islam 
sebagai rahmatan lil ‘alamin (agama yang membawa rahmat dan 
kesejahteraan) demi terwujudnya masyarakat yang sebenar-
benarnya. 
 Sedangkan maksud dan tujuan dari Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah JawaTengah yakni : 
a. Memberikan Advokasi dan perlindungan hukum kepada Kader, 
Pimpinan, Pengurus, Anggota dan Amal Usaha Persyarikatan 
Muhammadiyah khususnya dan kepada seluruh lapisan masyarakat 
pada umumnya; 
b. Melaksanakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar di bidang 
hukum; 
c. Untuk mencegah dan melindungi dakwah Muhammadiyah 
terutama Amal Usaha Muhammadiyah dari permasalahan hukum; 
d. Membina hukum dan mengawasi pelaksanaannya. 
 
3. Urgensi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah 
di Persyarikatan Muhammadiyah 
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 Di Persyarikatan Muhammadiyah Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat penting, 
yaitu : 
a. Menjaga dakwah Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam yang 
maju. 
b. Melindungi Amal Usaha Muhammadiyah sesuai dengan aturan 
hukum dari pihak-pihak yang ingin menguasai secara sepihak. 
c. Membangun kesadaran dan pemahaman hukum khususnya para 
kader Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya. 
d. Mampu melakukan upaya Advokasi hukum baik litigasi maupun 
non litigasi dengan pihak diluar Persyarikatan Muhammadiyah. 
e. Memberikan legal opinion saat dibutuhkan oleh Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah. 
f. Memberikan penyuluhan hukum melalui kegiatan bersama 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 
 
4. Mekanisme kerja Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
Jawa Tengah Dalam Memberikan Bantuan Hukum di 
Persyarikatan Muhammadiyah 
 Dalam pasal 1 angka 3 PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma 
yang menyatakan bahwa, “Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa 
hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium 
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meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk 
kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. 
 Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah dalam 
memberikan bantuan hukum di Persyarikatan Muhammadiyah sama sekali 
tidak memungut biaya kepada siapapun yang meminta bantuan hukum 
LBH Muhammadiyah Jawa Tengah. LBH Muhammadiyah Jawa Tengah 
dalam operasionalnya di tanggung oleh Majelis Pembina Kesehatan 
Umum (MPKU) dan Universitas Muhammadiyah seluruhnya. 
 Advokat yang tergabung dalam LBH Muhammadiyah Jawa 
Tengah bekerja secara profesional dan selalu hadir dalam setiap agenda 
yang diadakan tanpa mengharapkan honorarium seperti pada pengacara 
pada umumnya. Para anggota LBH Muhammadiyah Jawa tengah dalam 
memberikan bantuan hukum setiap dibutuhkan berusaha untuk 
mengunjungi dimana klien tersebut membutuhkan walaupun tidak semua 
dapat hadir karena juga harus menangani perkara di lokasi lain, sehingga 
dalam penanganan perkaranya dapat secara merata dilakukan. 
 Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum di Persyarikatan 
Muhammadiyah Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
melakukannya dengan : 
a. Pada permasalahan Amal Usaha Muhammadiyah yang semakin 
berkembang luas di Jawa Tengah khususnya yaitu salah satunya 
dalam gugatan pembatalan waqaf tanah masjid di SMP 
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Muhammadiyah Ampel, Kabupaten Boyolali. Pada perannya dalam 
menangani permasalahan tersebut Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah melakukan pendampingan atas nama 
Pengurus Pusat Muhammadiyah dilakukan melalui jalur litigasi dan 
non litigasi, pada jalur litigasi dilakukan dengan : 
1) Melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan 
keseluruhan alat bukti yang diperlukan; 
2) Pendampingan dalam mediasi sebagai tahap awal untuk 
mencari jalan keluar diantara kedua belah pihak yang 
berperkara 
3) Memberikan pembelaan di Persidangan  
Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah juga 
berusaha sebelumnya menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur 
non litigasi yang dilakukan dengan : 
1) Konsultasi, yaitu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan 
Hukum Muhammadiyah dengan memberikan pendapat atau 
saran kepada pihak (klien) yang tujuannya untuk memenuhi 
keperluan dan kebutuhan klien yang sedang menghadapi 
masalah hukum; 
2) Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa para pihak yang 
dilakukan dengan berusaha tanpa melalui proses pengadilan, 
namun usaha tersebut tidak mencapai kesepakatan; 
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3) Mediasi, yaitu upaya yang dilakukan dengan menyelesaikan 
sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan 
para pihak. 
b. Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah mempunyai 
tugas dan wewenang untuk menangani masalah-masalah hukum di 
Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah. 
Selain tugas dan kewenangan yang diberikan tersebut, Lembaga 
Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah juga memberikan 
Advokasi dibidang hukum seperti : 
1) Pada bidang Non Litigasi 
a) Konsultasi langsung atau lewat telephone, yaitu dengan 
menghubungi langsung direktur LBH Muhammadiyah Jawa 
Tengah apabila ada permasalahan maupun meminta Legal 
Opinion; 
b) Mediasi, yaitu upaya yang dilakukan dengan proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 
dengan dibantu oleh mediator; 
c) Kontrak Drafting, yaitu upaya yang dilakukan oleh LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah dengan perancangan naskah 
hukum/perancangan kontrak atau MOU; 
d) Legal Opini, yaitu memberikan pendapat hukum yang memuat 
nasehat hukum/advice; 
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e) Legal Audit, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
juga melakukan suatu pemeriksaaan, penelitian dan/atau 
penilaian terhadap permasalahan-permasalahan hukum 
mengenai atau yang berkaitan dengan kegiatan Amal Usaha 
Muhammadiyah; 
f) Somasi/invoice yaitu Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah juga melakukan sebuah teguran 
apabila terdapat perbuatan dari pihak calon tergugat yang 
berusaha ingkar dari kesepakatan; 
g) Negosiasi yaitu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa 
melalui proses pengadilan dengan tujuan untuk mencapai 
kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih 
harmonis dan kreatif; 
h) Korespondensi hukum yaitu upaya yang dilakukan oleh 
Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah 
dengan menyampaikan maksud hukum melalui surat dari satu 
pihak kepada pihak lain, seperti somasi, jawaban, dan lain 
sebagainya; 
i) Press Konference yaitu upaya yang dilakukan oleh Lembaga 
Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah dengan 
membuat acara khusus sebagai sarana untuk mengumumkan, 
menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan 
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kebijaksanaan dengan maksud untuk memberikan pengertian 
dan penerimaan publik pada pihak yang membuat acara. 
2) Pada bidang Litigasi 
a) Mendampingi, membela dan melakukan tindakan yang 
dibenarkan oleh hukum apabila terdapat dalam permasalahan 
pidana 
b) Memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan 
kuasa, dan mewakili kepentingan hukum selaku kuasa hukum 
dalam sengketa perdata, hubungan Industrial, Niaga dan Tata 
Usaha Negara (TUN) 
 Selanjutnya para Advokat LBH Muhammadiyah melakukan rapat 
koordinasi disetiap bulannya dan mereview ulang apa yang menjadi 
masalah klien setelah mereka berkonsultasi untuk kemudian ditangani 
bersama seluruh anggota LBH Muhammadiyah dengan tenaga dan pikiran 
bersama demi terwujudnya amar ma’ruf nahi munkar di bidang hukum. 
 Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan Lembaga Bantuan 
Hukum kokoh berdiri dan berperan aktif sampai dengan saat ini, salah 
satunya yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan para advokat dan 
aktivisnya yang memiliki karakter dan ciri khas, memperoleh dukungan 
dari para pemikir, intelektual, tokoh masyarakat mendapat kepercayaan 
dan legitimasi dari masyarakat, tradisi transparansi dan akuntabilitas, 
seperti halnya Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah, 
meskipun di awal berdirinya tanpa sedikit pun campur tangan dari tangan 
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pejabat, namun Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah 
mampu membuktikan dan mempunyai kekuatan tersendiri dari para aktivis 
dan juga dari para kader Muhammadiyah yang berusaha untuk menjaga 
seluruhnya apa pun yang ada dibadan Muhammadiyah, agar tidak terjadi 
pertikaian antar sesama umat muslim sehingga menimbulkan perpecahan 
bagi keduanya.72 
 
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah dalam Memberikan Bantuan 
Hukum 
 Faktor pendukung Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah dalam melaksanakan bantuan hukum : 
a. Banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah yang sudah sadar akan 
pentingnya hukum, sehingga Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah memberikan pemahaman mengenai hukum kepada 
pengelola Amal Usaha Muhammadiyah sedikit berkurang karena 
mereka telah mengetahui apa yang harus diminimalisir 
kemungkinan-kemungkinan/resiko yang terjadi dikemudian hari; 
b. Muhammadiyah memiliki jaringan kepemimpinan dari pusat 
sampai ranting (desa) sehingga memberi kemudahan untuk bisa 
mengakses persoalan-persoalan hukum sampai ke pelosok desa, 
namun juga banyak dari para anggota Lembaga Bantuan Hukum 
                                                             
 72Taufiq Nugroho SH., MH, Direktur LBH Muhammadiyah Jawa Tengah, Wawancara 
Pribadi, 15 Juli 2018. 
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Muhammadiyah yang masih berumur produktif, sehingga dalam 
menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dipelosok desa 
sangat dimudahkan dan juga di zaman modern seperti sekarang ini 
konsultasi langsung melalui telephone juga sangat mudah dan 
sangat membantu dari anggota PCM, PDM maupun dari anggota 
Persyarikatan Muhammadiyah yang akan berkonsultasi masalah 
hukum dengan LBH Muhammadiyah Jawa Tengah. 
c. Majelis Pembina Kesehatan Umat (MPKU) Muhammadiyah Jawa 
Tengah telah sepakat dan bertanggungjawab memback up seluruh 
kebutuhan operasional Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
Jawa Tengah, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenang 
dari Persyarikatan Muhammadiyah berusaha untuk bekerja 
semaksimal mungkin dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah untuk menjaga 
dan menangani masalah-masalah hukum dan Amal Usaha 
Muhammadiyah (AUM) 
Faktor penghambat/kendala Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
Jawa Tengah dalam melaksanakan bantuan hukum : 
1) Amal Usaha Muhammadiyah ada ribuan, namun tidak sebanding 
dengan jumlah kader Muhammadiyah yang memahami tentang 
permasalahan hukum (Advokat). 
2) Tidak semua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota 
mempunyai LBH Muhammadiyah. Sehingga ketika terjadi 
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persoalan hukum di daerah-daerah terpencil yang belum 
mempunyai LBH, LBH Muhammadiyah Jawa Tengah harus turun 
tangan langsung ke daerah-daerah terpencil dengan anggota yang 
tidak banyak.73 
 
6. Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
 Tengah 
a. Visi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
 Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah sebagai lembaga 
bantuan hukum di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah 
senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan amar ma’ruf 
nahi munkar di bidang hukum dalam upaya mewujudkan keadilan 
yang sebenar-benarnya yang dapat dihayati, dirasakan dan 
dinikmati oleh seluruh umat manusia sebagai perwujudan Islam 
rahmatan lil’alamin. 
b. Misi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
1) Menegakan hukum dan keadilan yang sebenar-benarnya bagi 
seluruh umat manusia sebagai perwujudan Islam rahmatan 
lil’alamin 
2) Melakukan Advokasi dan memberikan perlindungan hukum 
bagi Persyarikatan Muhammadiyah dan seluruh umat manusia. 
 
                                                             
 73Taufiq Nugroho SH., MH, Direktur LBH Muhammadiyah Jawa Tengah, Wawancara 
Pribadi, 7 Juli 2018. 
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7. Struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
Jawa Tengah 
 Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
Jawa tengah Nomor 053/KEP/II.0/D/2016 tentang Pemberhentian Anggota 
Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa 
Tengah periode 2010-2015 dan Pengesahan Susunan dan Pengangkatan 
Anggota Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
Jawa Tengah Periode 2015-2020. 
SUSUNAN DAN PERSONALIA 
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PIMPINAN WILAYAH 
MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH  
PERIODE 2015-2020 
 
Konsultan  :  Alqaf Hudaya, SH 
      Badrus Zaman, SH, MH 
      Dr. Kadi Sukarna, SH, MH 
      Purluhutan Lubis, SH 
Direktur  :  Taufiq Nugroho, SH, MH 
Wakil Direktur :  Ari Santoso, SH 
Sekretaris  :  Aris Septiono, SH, MH, LL.M 
Wakil Sekretaris :  Wawan Muslih, SH 
Bendahara  :  Sugiyono, SHI 
Wakil I Bendahara :  Sri Jayadi, SH 
Anggota  :  1.  Mansyur Ali, SH 
      2.  Surisman, SH, M.Hum 
      3.  Seno Bangkit Prakoso, SH 
      4.  Riduan Sihombing, SH 
      5.  Nanda Andriansyah Hasri Tanjung, SH 
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      6.  Dion Sukma Marhaendra, SH, MH 
      7.  Taufik Pandan Winoto, SH, M.Kn 
      8. Naya Amin Zaini, SH, MH 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah dalam memberikan bantuan hukum di Persyarikatan 
Muhammadiyah 
 Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum Lembaga Bantuan 
Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah melaksanakan pemberian bantuan 
seperti dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum yaitu dengan melakukan pelayanan bantuan hukum, 
melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dan mahasiswa 
fakultas hukum, LBH Muhammadiyah Jawa Tengah juga melakukan 
konsultasi hukum.74  
 Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah Lembaga Bantuan 
Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan atau biasa disingkat dengan LBH 
dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam UU Mahkamah Agung 
pada pasal 42 disebut juga sebagai pembela. 
                                                             
74 Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
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 Kegiatan pemberian Bantuan Hukum yang perlu dilakukan dan 
perlu dikembangkan meliputi penyadaran dan pengorganisasian 
masyarakat, kampanye pers dan kerjasama dengan wartawan lain, 
mengusahakan partisipasi mitra yang optimal dalam penanganan perkara 
hukum dan keadilan, menggali dan membuat nyata serta menganalisis 
kasus-kasus pelanggaran keadilan yang belum nyata, mengusahakan 
kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat 
diantaranya tokoh informal baik individual maupun kolektif.75 
 Dalam memberikan Bantuan Hukum tidak boleh sembarangan 
orang dapat melakukannya, karena dalam memberikan Bantuan Hukum 
harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yakni orang yang 
melaksanakan pemberian Bantuan Hukum pada kantor pelaksanaan 
Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal dan Mahasiswa FH yang 
memenuhi Syarat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa 
hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi 
persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat, khusus bagi masyarakat 
tidak mampu atau orang miskin. Hak setiap orang untuk mendapatkan 
perlakuan dan perlindungan yang sama oleh UU sesuai dengan asas rule of 
law dalam masyarakat merdeka.76 
                                                             
 75Benny K. Harman, Mulyana W. Kusumah, Hendardi, Paskah Irianto, Sigit Pranawa, dan 
Tedjabayu, LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi, (Jakarta: YLBHI, 1995), hlm. 
7. 
 76Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakkan Hukum dalam Mensukseskan 
Pembangunan, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 33.  
 Rule Of Law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah 
sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. 
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 Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum, dijelaskan pada pasal 9 bahwa pemberi Bantuan Hukum 
mempunyai hak untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi 
hukum, dan juga program-program kegiatan lain yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Bantuan Hukum. Hak tersebut diperoleh pemberi 
bantuan hukum agar mereka yang terkena masalah hukum mendapat 
keadilan hukum sampai dengan proses perkara hukumnya selesai.  
 Seperti halnya dengan Lembaga Bantuan Hukum yang lainnya, 
LBH Muhammadiyah Jawa Tengah juga mengikuti aturan yang termuat 
dalam pasal 1 ayat (6) PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma diartikan 
sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari 
keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.77 
 Pemberian bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum Pasal 8 
dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan 
hukum, terakreditasi, memiliki kantor dan sekretariat tetap, memiliki 
pengurus dan program bantuan hukum.78 
 Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan 
Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah dilakukan langsung oleh para 
anggota LBH Muhammadiyah Jawa Tengah. Pelaksanaan proses 
pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh anggota LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah akan diuraikan dalam salah satu kasus yang 
                                                             
 77Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma 
 78Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 
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pernah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah sebagai berikut : 
1. Konsultasi Permasalahan Hukum 
Pada tahap konsultasi, pihak yang membutuhkan diberikan kemudahan 
dalam berkonsultasi yaitu bisa melalui telephone dan juga dapat 
berkunjung langsung ke kantor LBH Muhammadiyah Jawa Tengah, 
dalam konsultasi masalah hukum pihak-pihak yang sedang mengalami 
masalah hukum sama sekali tidak dipungut biaya, seperti dijelaskan 
dalam pasal 1 undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan 
hukum. 
2. Penyediaan Bantuan Hukum 
Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai 
penyedia bantuan hukum di Persyarikatan Muhammadiyah khususnya 
dan masyarakat pada umumnya, selanjutnya memberikan pemahaman 
maupun solusi agar setiap masalah yang dikonsultasikan kepada LBH 
Muhammadiyah dapat diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah 
pihak. 
3. Pemberi Bantuan Hukum Melakukan Komunikasi 
Pemberi bantuan hukum (LBH Muhammadiyah Jawa Tengah) 
melakukan Advokasi dengan pihak yang sedang mengalami masalah 
hukum untuk kemudian dilakukan tindakan secara non litigasi 
sebelumnya dan apabila tidak bisa ditemukan kesepakatan dapat 
dilakukan tindakan secara litigasi. 
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4. Pendampingan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum 
Dalam Masalah hukum yang dihadapi, pemberi bantuan hukum (LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah) yang telah diberi kuasa oleh MPKU 
berusaha memberikan pendampingan hukum secara profesional 
melalui pendampingan secara litigasi apabila non litigasi tidak 
menemukan jalan keluar.79  
 Dalam pendanaan pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh 
Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) 
Jawa Tengah berdasarkan MOU antara MPKU PWM Jawa Tengah dengan 
LBH Muhammadiyah seluruhnya ditanggung oleh Majelis Pembina 
Kesehatan Umat (MPKU) Jawa Tengah selaku Pimpinan RS PKU 
Muhammadiyah – Aisyiyah wilayah Jawa Tengah, sehingga berbanding 
terbalik dalam operasional kegiatan Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah tidak sama sekali tergantung pada 
Pemerintah namun langsung dari MPKU yang dimilki Persyarikatan 
Muhammadiyah. beberapa daftar RS Muhammadiyah – Aisyiyah Jawa 
Tengah yang ikut dalam MPKU (Majelis Pembina Kesehatan Umum) 
wilayah Jawa Tengah meliputi : 
1. RS Roemani Muhammadiyah Semarang 
2. RSI Muhammadiyah Weleri Kendal 
3. RS Darul Istiqomah Muhammadiyah Kendal 
4. RS PKU Muhammadiyah Gubug 
                                                             
79 Taufiq Nugroho SH., MH, Direktur LBH Muhammadiyah Jawa Tengah, Wawancara 
Pribadi, 27 Juni 2018. 
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5. RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara 
6. RS Aisyiyah Kudus 
7. RS PKU Muhammadiyah Kartasura 
8. RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo 
9. RS PKU Muhammadiyah Surakarta 
10. RS PKU Muhammadiyah Karanganyar 
11. RS PKU Muhammadiyah Nambangan Selogiri Wonogiri 
12. RS PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten 
13. RS Aisyiyah Klaten 
14. RS PKU Aisyiyah Boyolali 
15. RS PKU Muhammadiyah Jatinom Klaten 
16. RS PKU Muhammadiyah Sragen 
17. RS Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati 
18. RS PKU Muhammadiyah Cepu 
19. RS PKU Muhammadiyah Blora 
20. RS PKU Muhammadiyah Temanggung 
21. RS Aisyiyah Muntilan Magelang 
22. RS PKU Muhammadiyah Wonosobo 
23. RS Aisyiyah Purworejo 
24. RS PKU Muhammadiyah Gombong 
25. RS PKU Muhammadiyah Sruweng 
26. RS PKU Muhammadiyah Kutowinangun 
27. RS PKU Muhammadiyah Petanahan 
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28. RS Siti Aminah Bumiayu Brebes 
29. RSI PKU Muhammadiyah Tegal 
30. RS PKU Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan 
31. RSIA Aisyiyah Pekajangan Pekalongan 
32. RS PKU Muhammadiyah Moga Pemalang 
33. RS PKU Muhammadiyah Mardhatillah Randudongkal Pemalang 
34. RS PKU Aisyiyah Jepara 
 Dari data pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga 
Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah bahwa dalam pelaksanaan 
pemberian Bantuan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah sangat 
memberikan pengaruh yang besar bagi Persyarikatan Muhammadiyah 
terutama dalam Amal Usaha Muhammadiyah yang sangat beragam dan 
juga semakin berkembangnya Amal Usaha Muhammadiyah dimasa 
sekarang ini, sehingga selalu berusaha mengoptimalkan kinerjanya agar 
Persyarikatan Muhammadiyah tidak dipandang sebelah mata dan 
membuktikan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah merupakan ormas 
yang berjihad menyebarkan agama Islam berlandaskan Al Qur’an dan As 
sunnah. 
 Dalam salah satu kasus pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum 
yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah di 
Persyarikatan Muhammadiyah diuraikan sebagai berikut : 
 Pada RS PKU Muhammadiyah Cepu yaitu adanya kemelut 
permasalahan di Internal dari PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah)  
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yang melakukan rekruitmen atau pengangkatan direktur RS PKU 
Muhammadiyah Cepu secara sepihak tanpa sepengetahuan oleh PP 
Muhammadiyah dan pengangkatan direktur secara sepihak tersebut telah 
bertentangan dengan pedoman PP Muhammadiyah tentang Amal Usaha 
Kesehatan Muhammadiyah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Direktur. 
 LBH Muhammadiyah Jawa Tengah yang diberi mandat oleh 
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah untuk menangani 
permasalahan tersebut dengan memberikan bantuan hukum dengan 
pendampingan hukum secara litigasi dan non litigasi, secara litigasi 
dilakukan dengan menjadi kuasa hukum atas nama Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah Jawa Tengah dan juga menghadiri persidangan dan 
menjawab semua gugatan yang dilakukan oleh pihak Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Cepu. Secara non litigasi dilakukan dengan memberikan 
pendampingan hukum dengan melakukan negosiasi dengan para pihak 
dilingkungan Muhammadiyah seperti Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan juga atas nama LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah melakukan komunikasi dengan pihak 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cepu selaku pihak yang melanggar 
pedoman tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah berdasarkan 
kesepakatan dengan PP Muhammadiyah, kemudian kegiatan non litigasi 
yang lain dilakukan dengan mediasi, pendampingan diluar pengadilan dan 
kegiatan-kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah yang lain. 
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B. Peran Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah 
dalam memberikan Bantuan Hukum di Persyarikatan 
Muhammadiyah 
 Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah dalam 
melaksanakan kegiatan bantuan hukum mengambil peran untuk 
memberikan jasa bantuan hukum dalam bentuk litigasi dan non litigasi. 
Dalam kegiatan litigasi Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah melakukan kegiatan tersebut dengan memberikan layanan 
pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat 
penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa 
dalam proses pemerikasaan dipersidangan khususnya kepada para kader 
Muhammadiyah dan kepada masyarakat pada umumnya. 
 Selain kegiatan Litigasi, Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah juga melakukan kegiatan non litigasi berupa 
melaksanakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar dibidang hukum 
dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin menuju 
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, penyuluhan 
hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara eletronik 
maupun non elektronik, mediasi, negosiasi, dan juga pendampingan diluar 
pengadilan. 
 Dalam pemberian bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 14 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu 
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sama halnya dengan peran Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah 
Jawa Tengah secara rinci dijelaskan sebagai berikut : 
A. Proses pemberian bantuan hukum  
a. Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh 
Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum 
dengan mengisi formulir. 
b. Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan : 
1) Fotokopi KTP atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh 
instansi yang berwenang; 
2) Surat keterangan tidak mampu dari lurah, atau pejabat yang 
setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum; 
3) Dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan 
4) Surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau 
kuasanya 
5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki surat 
keterangan tidak mampu Pemohon Bantuan Hukum dapat 
melampirkan : 
a) Kartu jaminan kesehatan masyarakat; 
b) Kartu bantuan langsung tunai; 
c) Kartu keluarga sejahtera; 
d) Kartu beras miskin; 
e) Kartu Indonesia pintar; 
f) Kartu keluarga sejahtera; 
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g) Kartu perlindungan sosial; 
h) Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan tidak 
mampu.80 
B. Dalam bidang penanganan secara Litigasi 
Pengertian Litigasi adalah upaya yang dilakukan oleh Lembaga 
Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah yaitu dengan mewakili, 
menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan 
hukum dalam sengketa pidana maupun dalam sengketa perdata. 
Jalur upaya hukum dalam litigasi yaitu penyelesaian masalah 
hukum/sengketa melalui jalur pengajuan gugatan / tuntutan pengadilan 
ke-Pengadilan. 
Dalam proses litigasi hanya dapat dilakukan anggota Lembaga 
Bantuan Hukum Muhammadiyah yang telah berstatus sebagai 
Advokat. Sedangkan Anggota Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah yang masih berstatus paralegal tidak diperkenankan 
banyak berperan (sangat dibatasi) dalam penyelesaian proses litigasi.81 
C. Dalam bidang penanganan secara Non-Litigasi 
Non Litigasi merupakan suatu upaya penyelesaian masalah diluar jalur 
pengadilan yang juga disebut dengan Alternative Dispute Resolution 
atau lebih dikenal dengan istilah “ADR”. 
                                                             
 80 Divisi Advokasi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku 
Panduan Pendirian LBH Muhammadiyah, (Yogyakarta, 2018) 
 81Divisi Advokasi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku 
Panduan Pendirian LBH Muhammadiyah, (Yogyakarta: 2018) 
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Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah dituntut tidak hanya 
sanggup menyelesaikan perkara di jalur litigasi, namun juga harus 
mampu menyelesaikan di jalur Non Litigasi, sebagaimana yang 
terdapat dalam undang-undang Nomor 30 tahun 1990 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain:82 
a. Konsultasi, yaitu suatu tindakan yang bersifat personal antara 
suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan 
konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada 
klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien; 
b. Negosiasi, yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak 
tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai 
kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis 
dan kreatif; 
c. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu oleh mediator; 
d. Konsiliasi, yaitu penengah akan bertindak menjadi konsiliator 
dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi 
yang dapat diterima; 
e. Penilaian ahli, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang 
bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. 
                                                             
 82Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 1 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa  
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 Penyelesaian masalah secara non litigasi tersebut pada prinsipnya 
bertujuan untuk dapat memberikan arah dan fokus advokasi yang efektif. 
 Dalam penyelenggaraan bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah memberikan bantuan hukum dengan 
sepenuhnya menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum 
untuk mendapatkan akses keadilan, kemudian LBH Muhammadiyah Jawa 
Tengah juga berusaha mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan 
dapat dipertanggungjawabkan seperti yang termuat dalam pasal 3 Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 
 Kemudian, disamping memberikan bantuan hukum yang bersifat 
Litigasi dan Non Litigasi dalam penanganan perkara, Lembaga Bantuan 
Hukum Muhammadiyah juga dituntut dapat memberikan advokasi hukum 
kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah Khususnya dan kepada 
masyarakat pada umumnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesadaran hukum dan pencegahan serta meminimalisir sengketa hukum. 
 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum serta 
pencegahan dan atau meminimalisir sengketa hukum, antara melalui : 
a. Investigasi Permasalahan, yaitu upaya penelitian, analisa, pengusutan 
pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan 
lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan 
kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas 
rangkaian temuan dan susunan kejadian; 
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b. Legal Drafting, yaitu perancangan naskah hukum/perancangan kontrak 
atau MoU; 
c. Legal Review, yaitu memeriksa atau meninjau naskah hukum/kontrak 
atau MoU; 
d. Legal Audit, yaitu suatu pemeriksaan, penelitian dan/atau penilaian 
permasalahan-permasalahan hukum mengenai atau berkaitan dengan 
kegiatan Amal Usaha Muhammadiyah; 
e. Legal Opini, yaitu suatu pendapat hukum yang memuat nasehat 
hukum/advice; 
f. Korespondensi hukum, yaitu suatu penyampaian maksud hukum 
melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain, seperti somasi, 
jawaban, dan lain sebagainya; 
g. Penyuluhan/workshop hukum, yaitu suatu kegiatan berupa seminar 
atau diskusi publik tentang isu-isu hukum;83 
 Dengan Peran Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa 
Tengah secara nyata telah memberikan suatu contoh kepada Persyarikatan 
Muhammadiyah menunjukkan bahwa hadirnya LBH Muhammadiyah 
Jawa Tengah benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama dalam menjaga 
dan melindungi Amal Usaha Muhammadiyah maupun mereka yang 
berurusan dengan hukum. 
                                                             
 83 Divisi Advokasi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku 
Panduan Pendirian LBH Muhammadiyah, Yogyakarta, 2018, hlm. 9. 
92 
 
 
 Banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah yang bermasalah dengan 
hukum, baik itu sengketa dengan internal oknum warga Muhammadiyah 
sendiri maupun sengketa dengan pihak diluar warga Muhammadiyah. 
Tidak bisa dipungkiri, saat ini kesadaran masyarakat akan hukum sangat 
tinggi. Contohnya seperti tukang becak ketika berobat hasilnya tidak 
memuaskan bisa lapor polisi dugaan tindak pidana mal praktek. Disisi lain, 
pertumbuhan dan perkembangan AUM saat ini sangat pesat, Sehingga 
potensi munculnya masalah hukum semakin tinggi juga . 
 Sampai saat ini sudah banyak persoalan-persoalan hukum di 
persyarikatan  muhammadiyah yang telah berhasil diselesaikan oleh LBH 
PWM jawa tengah, nilai asset yang berhasil diselamatkan mencapai 
puluhan bahkan sampai ratusan milyar rupiah. Dalam menangani perkara 
LBH PWM Jawa Tengah tidak pernah mematok tarif nominal, jika pun 
oleh pimpinan AUM memberikan bantuan dana, sebatas untuk operasional 
saja, jauh dari tarif resmi lawyer atau pengacara pada umumnya. 
C. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah dalam memberikan Bantuan Hukum 
di Persyarikatan Muhammadiyah 
 Dalam memberikan Bantuan Hukum di Persyarikatan 
Muhammadiyah, LBH Muhammadiyah Jawa Tengah juga memiliki 
beberapa kendala yang dihadapai dalam praktiknya. Adapun Kendala yang 
dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah 
dalam melaksanakan bantuan hukum : 
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1. Banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah yang ada, namun tidak 
sebanding dengan jumlah kader Muhammadiyah yang paham tentang 
persoalan hukum (Advokat). 
2. Tidak semua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota 
mempunyai LBH Muhammadiyah, sehingga ketika terjadi persoalan 
hukum di daerah-daerah terpencil yang belum mempunyai LBH, LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah harus turun tangan langsung ke daerah-
daerah terpencil dengan anggota yang tidak banyak. 
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dari pihak klien yang bekerjasama 
dengan LBH Muhammadiyah (seperti di daerah terpencil), sehingga 
klien sulit berkonsultasi maupun berkomunikasi dengan LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah.84 
 Dalam upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah dalam memberikan Bantuan Hukum di 
Persyarikatan Muhammadiyah yaitu : 
a. Meskipun anggota LBH Muhammadiyah cukup banyak namun yang 
masih aktif tidak sebanding dengan Amal Usaha Muhammadiyah yang 
ada, meskipun para Anggota LBH Muhammadiyah tidak banyak tetapi 
mereka tetap bekerja secara profesional dengan membagi disetiap 
agenda perkara yang ada dengan bergiliran antara Advokat satu dengan 
Advokat yang lain. 
                                                             
 84Taufiq Nugroho SH., MH, Direktur LBH Muhammadiyah Jawa Tengah, Wawancara 
Pribadi, 7 Juli 2018. 
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b. Terbatasnya LBH seperti di daerah terpencil membuat LBH 
Muhammadiyah siap terjun langsung dan tetap profesional 
menghampiri anggota yang sedang mengalami masalah hukum untuk 
memberikan Bantuan Hukum maupun hanya memberikan legal 
opinion. 
c. Mengadakan kunjungan setiap dua bulan sekali kepada anggota Amal 
Usaha Muhammadiyah untuk bersilaturahmi dan memudahkan untuk 
berkonsultasi masalah hukum.85 
                                                             
 85 Ari Santoso, SH. Wakil Direktur LBH Muhammadiyah Jawa Tengah, Wawancara 
Pribadi, 9 Juli 2018. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
  Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan yaitu, sebagai berikut: 
1. Dalam pelaksanaan proses pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan 
oleh anggota LBH Muhammadiyah Jawa Tengah akan diuraikan dalam 
salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum 
Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai berikut : 
a. Konsultasi Permasalahan Hukum 
b. Penyediaan Bantuan Hukum 
c. Pemberi Bantuan Hukum Melakukan Komunikasi dengan Penerima 
Bantuan Hukum 
d. Pendampingan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum 
 
2. Peran Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah secara 
rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Dalam bidang penanganan secara Litigasi 
Pengertian Litigasi adalah upaya yang dilakukan oleh Lembaga 
Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah yaitu dengan 
mewakili, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan 
melakukan tindakan hukum dalam sengketa pidana maupun dalam 
sengketa perdata. 
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Jalur upaya hukum dalam litigasi yaitu penyelesaian masalah 
hukum/sengketa melalui jalur pengajuan gugatan / tuntutan 
pengadilan ke-Pengadilan. 
b. Dalam bidang penanganan secara Non-Litigasi 
Non Litigasi merupakan suatu upaya penyelesaian masalah diluar 
jalur pengadilan yang juga disebut dengan Alternative Dispute 
Resolution atau lebih dikenal dengan istilah “ADR”. 
Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah dituntut tidak hanya 
sanggup menyelesaikan perkara di jalur litigasi, namun juga harus 
mampu menyelesaikan di jalur Non Litigasi, sebagaimana yang 
terdapat dalam undang-undang nomor 30 tahun 1990 tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain: 
a) Konsultasi;  
b) Negosiasi;  
c) Mediasi; 
d) Konsiliasi; 
e) Penilaian ahli. 
B. Saran  
  Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah: 
1. Perlu adanya peningkatan anggota yang memahami hukum, koordinasi 
antar sesama anggota, sarana dan prasarana dalam memberikan bantuan 
hukum di Persyarikatan Muhammadiyah. 
2. Perlu adanya LBH Muhammadiyah di setiap daerah/kabupaten 
sehingga apabila terdapat permasalahan hukum di daerah terpencil 
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memudahkan untuk saling berkoordinasi dengan LBH Pimpinan 
Wilayah Muhammadiyah Jawa tengah dalam penanganan perkara 
apabila daerah kesulitan untuk menyelesaikannya. 
 
 Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber Taufiq Nugroho S.H., M.H 
(Direktur LBH Muhammadiyah Jawa Tengah) 
1. Alasan apa yang mendorong dibentuknya LBH Muhammadiyah Jawa 
Tengah? 
2. Sejak kapan LBH Muhammadiyah Jawa Tengah didirikan? 
3. Apa tujuan LBH Muhammadiyah Jawa Tengah didirikan ? 
4. Apa yang menjadi Visi dan Misi LBH Muhammadiyah Jawa Tengah ? 
5. Apakah LBH Muhammadiyah Jawa Tengah juga memberikan bantuan 
hukum kepada masyarakat umum? 
6. Apakah dari luar kader Muhammadiyah dapat menjadi anggota LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah? 
7. Apa yang menjadi tugas pokok LBH Muhammadiyah Jawa Tengah? 
8. Bagaimana cara kerja LBH Muhammadiyah Jawa Tengah dalam 
memberikan bantuan hukum? 
9. Apa yang menjadi faktor pendukung LBH Muhammadiyah Jawa Tengah 
dalam memberikan bantuan hukum? 
10. Apa yang menjadi faktor penghambat LBH Muhammadiyah Jawa Tengah 
dalam memberikan bantuan hukum? 
11. Upaya apa yang dilakukan LBH Muhammadiyah Jawa Tengah untuk 
mengatasi faktor penghambat tersebut? 
 
Daftar pertanyaan wawancara dengan Ari Santoso S.H (Anggota LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah) 
1. Apakah ada syarat-syarat tertentu bagi pihak yang akan meminta bantuan 
hukum? 
2. Dalam operasional LBH Muhammadiyah, dari mana pendanaan berasal? 
3. Apakah ada persiapan-persiapan tertentu yang harus dilakukan saat proses 
memberikan bantuan hukum? 
4. Selain dari kalangan masyarakat Muhammadiyah, adakah dari masyarakat 
umum yang meminta bantuan hukum di LBH Muhammadiyah Jawa 
Tengah? 
5. Bagaimana bentuk pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH 
Muhammadiyah Jawa Tengah? 
6. Secara litigasi, apa saja yang dilakukan LBH Muhammadiyah Jawa 
Tengah dalam memberikan bantuan hukum? 
7. Secara non litigasi, apa saja yang dilakukan LBH Muhammadiyah Jawa 
Tengah dalam memberikan bantuan hukum ? 
8. Selain memberikan bantuan hukum, apakah LBH Muhammadiyah Jawa 
Tengah juga melakukan tugas lain di Persyarikatan Muhammadiyah?  
  
 
 
 
 
 
 
 
Rapat koordinasi anggota LBH Muhammadiyah Jawa Tengah yang 
dilakukan dengan sederhana, guna tetap menjaga silaturahmi antar anggota 
 
 
  
Kegiatan kunjungan di salah satu Amal Usaha Muhammadiyah yaitu PKU 
Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, guna memudahkan anggota 
Persyarikatan Muhammadiyah yang akan berkonsultasi permasalahan yang 
ada. 
 
 
 
 
  
Diskusi bersama Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dalam 
pembahasan Delik Korupsi dalam RUU KUHP 
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